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TENTANG SERI INI

Laporan ini disusun berdasarkan kerangka Global Pluralism Monitor Assessment
Framework. Sejumlah tim ahli di bidang keberagaman (diversity) yang terdiri dari
Warga Negara Indonesia maupun Indonesianis melaksanakan asesmen Global Pluralism
Monitor di Indonesia.

Skor yang disajikan dalam laporan ini tidak dapat diartikan sebagai skala maupun
ranking global, yang artinya hasil laporan ini tidak dapat digeneralisir untuk negara-
negara lain. Skor dalam setiap asesmen-per-negara harus dipahami sebagai indikasi
yang spesifik terhadap konteks sebuah negara terhadap idealisme pluralistik. Sebagai
contoh, masyarakat pasca-konflik yang masih mengalami kekerasan - yang intensitas-
nya cenderung menurun dibanding waktu berkonflik - mungkin akan mendapat skor
yang kurang lebih sama dengan kelompok masyarakat lain yang dulunya damai namun
baru-baru mengalami kenaikan ujaran kebencian (hate crime).

Global Pluralism Monitor bertujuan untuk menelaah sebuah negara berdasarkan konteks-
nya masing-masing sehingga bisa merefleksikan nilai pluralisme yang lebih kontekstual.
Tidak ada standar pluralistik tunggal yang harus dianut oleh semua negara.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai kerangka Global Pluralism Monitor, kunjungi
laman kami di: pluralism.ca/monitor.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

The Global Centre for Pluralism berterima kasih kepada pihak-pihak berikut atas dukungan
dan kontribusinya terhadap Global Pluralism Monitor: Anna-Maria Biro, Gina Cosentino,
Allison Harell, Niraja Gopal Jayal, Will Kymlicka, Hwok Aun Lee, Corinne Lennox, Tavinder
Nijhawan, Edem Selormey, Ashad Sentongo, Rachel Sieder, Frances Stewart, dan Stefan
Wolff.



TENTANG GLOBAL
PLURALISM MONITOR

Apa itu pluralisme?

Keberagaman dalam
masyarakat merupakan
fakta yang tak
terelakkan, namun
bagaimana masyarakat
merespon keberagaman
ini, itu adalah

pilihan. Pluralisme
adalah respon yang
positif terhadap
keberagaman, yang
mencakup pengambilan
keputusan, serta

sikap pribadi maupun
kelompok yang
pondasinya adalah
penghormatan
terhadap keberagaman.

MENGUKUR INKLUSI DAN EKSKLUSI DALAM
MASYARAKAT MAJEMUK

Hidup dan berinteraksi dalam masyarakat yang plural adalah tantangan bagi semua
orang. Ketika ketidaksetaraan, marginalisasi dan kesenjangan semakin meningkat,
masyarakat yang damai dan inklusif menjadi semakin diimpikan.

Kelompok-kelompok rentan seperti umat beragama dan suku minoritas, kelompok
adat, perempuan dan anak-anak, telah menghadapi eksklusi politik, ekonomi dan sosial
secara berkepanjangan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai dan
sejahtera, eksklusi ini harus ditanggulangi. Dalam upaya mengurangi eksklusi, para
pembuat kebijakan dan praktisi seyogyanya memiliki pemahaman yang komprehensif
mengenai pluralisme.

Global Pluralism Monitor yang disusun oleh Global Centre for Pluralism adalah instrumen
penilaian yang mengukur kondisi pluralisme di berbagai negara di dunia. Melalui domain
politik, ekonomi, sosial, dan budaya, instrumen ini mengidentifikasi akar penyebab eksklusi,
sehingga pluralisme dapat ditingkatkan dan kebijakan terkait pluralism dapat disusun.
Mendukung upaya pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta

Instrumen Global Pluralism Monitor ini mencakup:

e Analisis kesenjangan: untuk menilai kondisi pluralisme dalam masyarakat dan
mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan untuk mengatasi eksklusi.

e Analisis tren: untuk menilai arah kecenderungan negara dari waktu ke waktu, baik
menuju inklusi yang lebih besar atau justru menuju eksklusi.

e Analisis interseksional: untuk menilai perlakuan negara terhadap perempuan,
memperhitungkan dinamika inklusi dan eksklusi dalam kelompok.

e Pencegahan konflik: untuk mengidentifikasi tanda-tanda eksklusi dan marginalisasi
sebelum menjadi krisis yang tak terelakkan.

e Praktik baik: untuk mengidentifikasi inisiatif-inisiatif positif yang bisa dikembangkan
lebih lanjut, atau untuk diterapkan di konteks lain.
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Melakukan pendekatan berbasis respons-institusi dan budaya terhadap keragaman

Pendekatan yang dilakukan oleh Global Centre for Pluralism berfokus pada institusi sebagai
perangkat keras (hardware), proses budaya sebagai perangkat lunak (software), serta
interaksi kompleks antar keduanya. Sistem institusional - seperti Mahkamah Konstitusi,
lembaga legislatif, pengadilan dan sistem pemerintahan - merupakan gambaran ruang
hukum dan politik bagi anggota masyarakat. Kebiasaan atau pola pikir budaya membentuk
persepsi tentang siapa yang termasuk dan siapa yang berkontribusi, serta mempe-
ngaruhi cara berinteraksi sehari-hari.

Kerangka penilaian Global Pluralism Monitor didasarkan pada interaksi antara respons
institusi dan budaya, serta inklusi dan eksklusi dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.
Dua puluh (20) indikator Global Pluralism Monitor mencakup hal-hal berikut:

Komitmen hukum dalam mendukung pluralisme;

Upaya lembaga negara untuk mewujudkan komitmen tersebut;
Kepemimpinan di masyarakat yang mendukung pluralisme;
Ketidaksetaraan berbasis kelompok;

Hubungan antarkelompok dan rasa memiliki.

vuewN e

Tim ahli dan data

Tim ahli nasional dibentuk untuk memetakan keragaman dan inklusi dengan mengum-
pulkan data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian dianalisa menggunakan Kerangka
Global Pluralism Monitor. Tim ini kemudian menyusun laporan per negara (country
report) berisi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi terkait upaya pengu-
atan pluralisme, serta menawarkan dialog dengan para stakeholders di masyarakat.

Setiap tim ahli menarasikan pluralisme berdasarkan cara dan konteksnya masing-masing,
sehingga laporan yang disusun berbasis realitas lokal dan dirancang agar berdampak
pada kebijakan dan praktik.

Global Pluralism Monitor dipandu oleh Kelompok Penasihat Teknis Internasional yang
terdiri dari para ahli terkemuka di bidang indeks keberagaman.
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GLOBAL PLURALISM MONITOR
KERANGKA KERJA PENILAIAN
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REKOMENDASI
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan The

Global Pluralism
Monitor: Indonesia
ini menunjukkan
bagaimana polarisasi
di Indonesia

semakin menguat
dan meningkatnya
Islamisme dalam
politik Indonesia
telah meningkatkan
ketegangan antar
kelompok agama dan
etnis yang berbeda.

Indonesia yang berhasil bertransisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demo-
krasi dan yang sering disebut sebagai teladan toleransi di dunia Islam, kini menghadapi
tantangan intoleransi, eksklusi dan marginalisasi. Laporan The Global Pluralism Monitor:
Indonesia ini menunjukkan bagaimana polarisasi di Indonesia semakin menguat dan
meningkatnya Islamisme dalam politik Indonesia telah meningkatkan ketegangan antar
kelompok agama dan etnis yang berbeda. Laporan ini membahas dinamika eksklusi
dan inklusi di Indonesia dengan menganalisis kelompok ras-etnis (misalnya etnis Jawa,
Sunda, etnis non-pribumi, dan lain-lain), afiliasi agama dan keyakinan, serta wilayah
pedesaan-perkotaan.

Indonesia membuat kebijakan-kebijakan inklusif dan perlindungan sosial terhadap
ras-etnis dan agama minoritas. Namun dalam praktiknya, kelompok mayoritas Muslim
seringkali mendominasi dan menguasai ruang publik. Meskipun laporan ini menunjuk-
kan adanya sense of belonging (rasa memiliki yang kuat) masyarakat Indonesia, masih
ada kekerasan antarkelompok yang berulang. Kekerasan ini disebabkan oleh migrasi
internasional, persepsi mengenai siapa ‘tamu’ atau ‘tuan rumah’ di berbagai wilayah,
dan diskriminasi terhadap umat agama minoritas.

KOMITMEN HUKUM

Komitmen Indonesia terhadap hak asasi, martabat dan kesetaraan manusia semakin
menguat sejak awal reformasi di 1998. Komitmen ini ditunjukkan melalui Ratifikasi
Instrumen HAM Internasional dan keterlibatan aktif dalam mekanisme pemantauan
instrumen tersebut.

Selain itu, Indonesia menjadi pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN) dalam hal pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Komitmen
Indonesia terhadap pluralisme juga ditunjukkan melalui kebijakan kewarganegaraan
yang inklusif, seperti memberikan kesempatan bagi individu tanpa kewarganegaraan
untuk menjadi WNI.

Namun, kurangnya regulasi terkait bagaimana negara menjamin dan memenuhi kebe-
basan beragama masih menjadi kendala dalam mewujudkan pluralisme.

PRAKTIK DAN KEPEMIMPINAN

Terdapat kebijakan nasional terkait ratifikasi perjanjian internasional, namun ada kesen-
jangan dalam implementasinya. Kesenjangan implementasi ini berdampak negatif dan
tidak proporsional terhadap perempuan, agama minoritas dan etnis minoritas di seluruh
Indonesia. Meskipun Undang-undang tidak membedakan kelompok mayoritas, suku Jawa
adalah kelompok etnis terbesar di Indonesia yang memiliki status politik yang dominan.
Demikian pula, agama mayoritas seringkali menentukan hasil pemilu, karena penganut
agama mayoritas di suatu provinsi atau kabupaten/kota cenderung memilih calon dari
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agama yang sama. Hal ini menyebabkan partai politik sering kali lebih mementingkan
agama/keyakinan pemilih ketimbang mempertimbangkan keberagaman etnis maupun
kesenjangan desa-kota. Mayoritarianisme Jawa dan Muslim mendominasi isu-isu politik
di masa lalu; sebagian besar media massa cenderung memberitakan kepentingan Jawa
dan Islam-sentris dibandingkan kepentingan kelompok lain (minoritas).

Penerapan kebijakan yang mengakomodasi dan berpihak pada kebutuhan umat Muslim
mengakibatkan kelompok non-Muslim merasa seperti warga negara kelas dua yang
tidak berdaya menentang kebijakan tersebut. Untuk memperkuat kebebasan beragama,
Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang mendukung dan menghormati
keberagaman keyakinan agama. Baik organisasi Muslim maupun non-Muslim sama-sama
menginformasikan masyarakat tentang toleransi beragama, pemberdayaan hak-hak
perempuan dan keberagaman.

KETIMPANGAN KELOMPOK, HUBUNGAN ANTARKELOMPOK DAN RASA
MEMILIKI

Akses terhadap kewarganegaraan yang inklusif memungkinkan masyarakat untuk
menggunakan hak politik, serta mendapatkan layanan publik dan sosial. Sayangnya,
masih banyak penduduk yang terkendala oleh kurang tersedianya Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Kelompok masyarakat adat dan masyarakat pedesaan, yang biasanya berada di
daerah terpencil, kesulitan untuk membuat KTP. Akibatnya, mereka kehilangan hak
politik, hak pendidikan di sekolah umum, akses terhadap layanan kesehatan, serta
terbatasnya kesempatan kerja. Ketimpangan akses terhadap layanan publik dan sosial
ini kemudian melanggengkan kesenjangan ekonomi. Survei Persepsi Pluralisme yang
disebarkan oleh Global Center for Pluralism mencatat 91% responden menyatakan
bahwa distribusi pendapatan masih sangat tidak setara.

Ideologi nasional Indonesia (Pancasila) memungkinkan identitas budaya ditampilkan
dan disebarkan secara dinamis di tingkat nasional dan regional. Meskipun rasa memiliki
(sense of belonging) sebagai orang Indonesia sudah menguat di seluruh negeri (98%
responden), perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok etnis dan agama masih
menjadi kekhawatiran. Toleransi dan keberagaman beragama dirusak oleh meningkat-
nya politisasi Islam di banyak aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini misalnya, tercermin
dalam aturan seragam di sekolah dan meningkatnya kekerasan terhadap komunitas
non-Muslim dan masyarakat adat (yang sering dianggap menyimpang dari ajaran agama
mayoritas dan menjalankan keyakinan mereka sendiri).

TEMUAN PENTING

Indonesia menunjukkan keberhasilan transisi dari rezim otoriter Orde Baru ke Era
Reformasi yang demokratis, yang memungkinkan penerapan kebijakan inklusif dan
pluralis yang sejalan dengan semboyan nasional ‘Bhinneka Tunggal Ika’. Kebijakan yang
berdampak luas ini memungkinkan semua kelompok budaya, etnis dan agama untuk
berpartisipasi dalam perayaan dan ekspresi agama masing-masing. Selain itu, Indonesia
mendapat skor tinggi yang konsisten dalam hal keberagaman dan toleransi di laporan-
laporan Global Pluralism Monitor sebelumnya.
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Ketidaksinkronan
pluralisme versi
pemerintah pusat

dan implementasi di
tingkat daerah/provinsi
justru mempersulit
inklusi sosial bagi suku
dan agama minoritas,
terutama yang tinggal
di daerah terpencil.

Namun demikian, progres penguatan pluralisme di Indonesia masih terus diuji. Meskipun
pemerintah pusat mendorong kebijakan pluralisme, penerapan kebijakan tersebut
di tingkat provinsi atau kabupaten terbukti masih merugikan kelompok minoritas.
Misalnya, dalam laporan ini dibahas peraturan terkait pendirian tempat ibadah yang
harus mendapat persetujuan dari anggota masyarakat mayoritas. Meskipun prosedur
ini bertujuan inklusif dan partisipatif, penganut agama minoritas seringkali kesulitan
mendapatkan izin dari kelompok masyarakat mayoritas yang agamanya berbeda.
Diskriminasi ini diperkuat oleh paham mayaritarianisme berdasarkan agama dan etnik
budaya. Meskipun ada beberapa upaya untuk menggugat peraturan tersebut sampai
tingkat Mahkamah Konstitusi, namun jarang yang bisa membuat perubahan. Oleh
karena itu, laporan ini menunjukkan kurangnya koherensi antara komitmen Indonesia
terhadap pluralisme dan implementasi di tingkat daerah.

Sebagaimana disimpulkan dalam laporan ini, ketidaksinkronan pluralisme versi pemerin-
tah pusat dan implementasi di tingkat daerah/provinsi justru mempersulit inklusi sosial
bagi suku dan agama minoritas, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Sebagai
contoh, daerah terpencil seringkali mengalami ketegangan terkait penguasaan sumber
daya lokal, yang biasanya berujung dengan kekerasan. Ketika rezim reformasi berfokus
pada pengakuan dan penguatan identitas etno-religius, yang terjadi di daerah justru
sebaliknya. Di hampir seluruh lapisan masyarakat, terjadi peningkatan konflik antar
suku, etnis dan agama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengakuan terhadap
realitas kesenjangan yang terjadi di Indonesia, sehingga memungkinkan penguatan
pluralisme yang selaras dengan motto ‘Bhinneka Tunggal Ika'.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari Global Pluralism Monitor selaras dengan aspirasi para ahli, aktifis dan
stakeholders yang berharap adanya langkah-langkah menuju pluralisme bangsa Indonesia.

e Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang
berfokus pada pengembangan dan perbaikan kebijakan dan aturan yang memper-
kuat pluralisme.

e Menambah akses Pencatatan Sipil dan Kantor Kependudukan yang bisa menerbit-
kan KTP, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil yang dihuni oleh komunitas
adat, sehingga tercapai kewarganegaraan yang lebih inklusif dan meningkatnya
solidaritas antarkelompok minoritas.

e Menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 dan memberikan
pengakuan penuh terhadap penduduk pribumi lokal, agar mereka tidak tergusur
dan hak mereka terhadap hutan adat tidak tercederai.

e Dikarenakan kelompok agama/kepercayaan minoritas seringkali terdampak oleh
kekerasan dan diskriminasi, perlu disusun dan ditingkatkan aturan terkait ekspresi
kultural yang sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai upaya untuk mengurangi
kerusuhan antarkelompok serta meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki
(sense of belonging) antara kelompok minoritas di Indonesia.

Global Pluralism Monitor: Indonesia (Diterjemahkan ke bahasa Indonesia) 9



PROFIL NEGARA: INDONESIA

Selama berabad-abad,
hubungan lintas
budaya dan agama
rakyat Indonesia
mampu menghasilkan
pendekatan toleran
dalam merespons
perbedaan.

Indonesia adalah salah satu negara paling heterogen di dunia.! Hingga tahun 2020,
jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa yang terdiri dari 1,331 kelompok
etnis yang berbicara dalam 718 bahasa dan dialek.2 Heterogenitas ini terefleksikan
dalam tata kebangsaan Indonesia saat ini, yang merupakan hasil dari negosiasi antara
kepentingan etnis, budaya, agama dan politik.3 Keragaman Indonesia merupakan
hasil interaksi antar budaya dan agama selama ribuan tahun. Selama berabad-abad,
hubungan lintas budaya dan agama rakyat Indonesia mampu menghasilkan pendekatan
toleran dalam merespons perbedaan.* Pepatah nenek moyang “Bhinneka Tunggal Ika”
kemudian menjadi motto nasional yang menyimbolkan kesadaran Indonesia terhadap
realitas kemajemukannya.

Kendati adanya pengakuan atas keberagaman, Indonesia masih menghadapi tantangan
pluralitas. Selama kurun waktul940-an hingga 1960-an, konflik bersenjata dan kete-
gangan terjadi antara pemerintah pusat dan beberapa wilayah di Jawa Barat, Sumatera,
Sulawesi dan bagian timur Indonesia. Ideologi dan regionalisme menjadi tantangan utama
pembentukan negara Indonesia di awal kemerdekaan, terlihat dalam pemberontakan
Darul Islam (sebuah gerakan Islam radikal) dan gerakan separatis di wilayah tersebut
(terutama Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan).6 Kerusuhan berlanjut hingga masa
Orde Baru (1968-1998). Menyusul pembunuhan para perwira tinggi militer di tahun
1965, kerusuhan politik pecah dan mengakibatkan pembantaian hampir setengah juta
anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).” Hal ini kemudian berimbas
pada penggulingan Presiden Sukarno pada Maret 1968. Beliau digantikan oleh Presiden
Suharto, yang menjabat dari 1968 hingga 1998. Selama periode Suharto ini, konflik
antarsuku dan ras banyak terjadi di beberapa provinsi.8

Di penghujung Orde Baru dan beberapa tahun setelahnya, konflik antarkelompok muncul
di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan Tengah, Aceh, Papua, Timor Timur, Maluku
dan Sulawesi Tengah.® Konflik-konflik ini disebabkan oleh transformasi institusional dan
rekonfigurasi hubungan antara negara dan masyarakat, serta bentrokan antaragama
dan antarsuku, termasuk terhadap keturunan Tionghoa.1° Konflik-konflik ini berakhir
pada akhir tahun 2002, kecuali konflik di Aceh. Konflik Aceh berakhir dengan Kesepakatan
Perdamaian Helsinki pada Agustus 2005.11

Paham Islamisme yang menguat di institusi politik Indonesia sejak tahun 1990-an
telah meningkatkan ketegangan antakelompok agama dan etnis. Meskipun sepertinya
konflik-konflik ini dipicu oleh perbedaan agama, sejatinya ada beberapa faktor yang
berkontribusi, termasuk distribusi ekonomi dan alokasi representasi politik yang tidak
merata.

Keberagaman Indonesia menghadapi tantangan baru dalam bentuk politik populis.12
Dalam beberapa tahun terakhir, politik Indonesia diwarnai dengan masyarakat yang
terpolarisasi menjadi dua golongan: mereka yang menekankan prinsip kebebasan dan
mereka yang mendukung paradigma keadilan.13 Golongan yang pertama mendukung
pluralisme agama dan kebebasan individu beserta gaya hidupnya, sedangkan golongan
kedua berusaha memegang kendali atas norma-norma agama yang menentukan
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Politik Indonesia
diwarnai dengan
masyarakat yang
terpolarisasi menjadi
dua golongan: mereka
yang menekankan
prinsip kebebasan

dan mereka yang
mendukung paradigma
keadilan.

kehidupan pribadi maupun komunal. Kedua golongan ini berdebat sengit terkait usulan
undang-undang dan peraturan pemerintah tentang berbagai isu agama di tingkat
nasional dan regional.14

Di luar segala problematika ini, Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu dengan
masyarakatnya yang multiagama, multietnis dan multibudaya. Keragaman Indonesia
dapat dilihat dari tiga kategori:

e Kelompok etnis-ras, seperti Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Batak, Banjar, Dayak,
Bugis, dan lainnya, termasuk etnis non-asli (misalnya Tionghoa dan India).

e Afiliasi agama dan keyakinan, yang mencakup enam agama yang diakui negara
(Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu); minoritas yang tidak
diakui negara (Syi’ah, Ahmadiyah dan Baha'’i) dan keyakinan adat pribumi (Sunda
Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, Parmalin, Kajang, Tolotang dan lainnya).

e Wilayah pedesaan dan perkotaan, dimana pedesaan dicirikan dengan masyarakat
adat yang berjuang untuk hak atas tanah dan sumber daya alam.

Photo: Shutterstock/aiyoshi597
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Pemahaman terhadap kategori keragaman (yang sering tumpang tindih ini) diperlukan
untuk memahami situasi politik Indonesia yang ditandai dengan diskriminasi, intoleransi,
eksklusi dan marginalisasi. Selain tiga jenis keragaman di atas, perspektif khusus (misal:
latar belakang provinsi dan gender) juga digunakan dalam kondisi tertentu. Perbedaan
ekonomi sebenarnya juga bentuk keragaman, namun dalam kondisi sosial Indonesia saat
ini, perbedaan ekonomi tidak lagi berperan signifikan. Hal ini mungkin terkait dengan
pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1966, diikuti dengan pelarangan
terhadap apa saja yang terkait dengan komunisme, termasuk gagasan “provokatif”
tentang kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin.

12 Global Pluralism Monitor: Indonesia (Diterjemahkan ke bahasa Indonesia)



|. KOMITMEN




1.

KOMITMEN INTERNASIONAL

SKOR RERATA: 7.5

KELOMPOK RAS/ETNIK | SKOR: 8
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam hukum internasional yang
mendukung pluralisme. Ada sembilan (9) instrumen hukum yang menunjukkan komit-
men serius Indonesia terhadap pluralisme, di antaranya:

14

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women /
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979
diratifikasi dengan UU No. 7/1984. Undang-undang ini mengatur peraturan tentang
diskriminasi. UU No. 7/1984 menjamin akses yang sama terhadap hak pilih dan
mencalonkan diri dalam jabatan publik; menjamin partisipasi dalam pembentukan
kebijakan, memberikan peluang untuk menduduki posisi birokrasi dan menjamin
partisipasi dalam organisasi sosial-politik.

Convention on the Rights of the Child/ Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang dirati-
fikasi pada tahun 1990, disusul dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/1990.
Juga Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involve-
ment of children in armed conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang
keterlibatan anak dalam konflik bersenjata) diratifikasi dengan UU No. 9/2012
dan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography / Protokol Opsional Konvensi
Hak Anak Penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak diratifikasi oleh
UU No. 10/2012.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment / Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 1984
diratifikasi oleh UU No0.5/1998.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
/ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
tahun 1965 diratifikasi pada tahun 1999.

International Covenant on Civil and Political Rights/ Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik tahun 1966, yang diratifikasi pada tahun 2006.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 diratifikasi

pada tahun 2006.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Konvensi Hak Penyandang
Disabilitas tahun 2006, yang disahkan berdasarkan UU N0.19/2011.
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Convention an the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families /
Konvensi Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990, yang
diratifikasi pada tahun 2012.15

UNESCQO’s First Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in
the Event of Armed Conflict / Protokol Pertama UNESCO pada Konvensi Perlindungan
Kekayaan Budaya Ketika Terjadi Konflik Bersenjata dan the Convention for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations
for the Execution of the Convention / Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya
Ketika Terjadi Konflik Bersenjata dengan Peraturan Pelaksanaan Konvensi. Keduanya
diratifikasi pada 1967.

Indonesia aktif terlibat dalam mekanisme pemantauan komitmen internasional di
tingkat dunia maupun di tingkat regional. Sebagai salah satu pendiri Perhimpunan
Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia memprakarsai beberapa deklarasi
berbasis gender sebagai berikut:

Declaration on the Advancement of Women in ASEAN Region (1988) / Deklarasi
Kemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN (1988).

Declaration on the Elimination of Violence against Women (EVAW) in the ASEAN
region (2004 ) / Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (EVAW) di
kawasan ASEAN (2004).

Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children (2004)
/ Deklarasi Menentang Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (2004).

Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN
Women and Children (2012) / Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan
dan Pembangunan Perempuan dan Anak-anak ASEAN (2012).

ASEAN Human Rights Declaration and Phnom Penh Statement (2012) / Deklarasi
Hak Asasi Manusia ASEAN dan Pernyataan Phnom Penh (2012).

Declaration on EVAW and Children (2013) / Deklarasi EVAW dan Anak (2013).

Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (2015) /
Konvensi Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2015).

Manila Declaration to the Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism
(2017) / Deklarasi Manila untuk Melawan Bangkitnya Radikalisasi dan Ekstremisme
Kekerasan (2017).

Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN (2017)
/ Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan
Keamanan di ASEAN (2017).

Indonesia berperan aktif dalam Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan
Anak ASEAN (Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women
and Children /ACWC) sejak tahun 2010. Perwakilan Indonesia di ACWC ditunjuk sebagai
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Meskipun Indonesia
berpartisipasi dalam
ratifikasi komitmen
internasional,

belum ada tindakan
tegas yang diambil
Indonesia untuk
mencegah diskriminasi,
penyerangan, atau
penganiayaan terhadap
kelompok agama
minoritas.

ketua untuk periode 2016-2019. Selama periode itu, komisi menyusun Rencana Kerja
ACWC 2016-2020 dan mengadakan tinjauan jangka menengah atas Rencana Regional
ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak sebagai wujud akuntabhilitas
dan komitmen Indonesia terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan anak di
tingkat regional.

Meskipun Indonesia berpartisipasi dalam ratifikasi komitmen internasional, belum ada
tindakan tegas yang diambil Indonesia untuk mencegah diskriminasi, penyerangan,
atau penganiayaan terhadap kelompok agama minoritas.6 Berbagai insiden terjadi
selama satu dekade terakhir sangat berdampak terhadap kelompok Syiah di Madura
dan Ahmadiyah di Lombok. Beberapa komunitas agama yang ingin membangun tempat
ibadah (misalnya gereja di Bogor dan masjid di Minahasa) merasa didisk riminasi oleh
pemerintah daerah. Karena kejadian tersebut, pada tahun 2020, SETARA Institute,
sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah untuk melindungi
kelompok agama minoritas, termasuk Syiah dan Ahmadiyah.?’

2. KOMITMEN NASIONAL
SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS/ETNIK | SKOR: 8
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa
setiap warga negara dihormati hak asasi dan martabatnya sebagai manusia, setiap warga
negara diperlakukan sama di depan hukum dan segala bentuk diskriminasi rasial dilarang.
Sejak era Reformasi (1998-dan seterusnya), perlindungan terhadap kelompok minoritas
di Indonesia semakin intensif. Presiden B.J. Habibie (1998-1999) mengeluarkan Inpres
No. 26/1998 tentang pencabutan istilah “pribumi” dan “non-pribumi” di ruang publik.
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres No. 6/2000 tentang Pencabutan
Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Tradisi Tionghoa. Keputusan ini
memberikan kebebasan kepada penganut Konghucu untuk mengekspresikan keyakinan
dan budaya mereka secara terbuka setelah lebih dari tiga dekade penindasan di bawah
rezim Orde Baru.

Indonesia mengakui keragaman dalam kerangka hukum dan kebijakannya, seperti
terlihat dalam beberapa Undang-undang berikut:

e UU N0.29/1999 meratifikasi Konvensi Internasional Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial/ International Convention of all Forms of Racial Discrimination.8

e UU N0.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengakui bahwa setiap orang berhak
atas kebebasan sebagai anggota masyarakat yang setara dan berkontribusi terha-
dap lingkungannya; bahwa negara didasarkan pada rasa kebersamaan antar warga
negara; bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan setara di hadapan
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UU ini mengakui
kelompok masyarakat
adat, hukum adat dan
tanah adat (tanah
ulayat) dan hak
masyarakat adat untuk
menjalankan agama
dan kepercayaannya.

hukum; setiap orang berhak atas hidup dan hak untuk hidup, berkeluarga dan berke-
turunan, mengembangkan kemampuan pribadi dan untuk berpartisipasi di sektor
swasta dan publik. UU ini mengakui kelompok masyarakat adat, hukum adat dan
tanah adat (tanah ulayat) dan hak masyarakat adat untuk menjalankan agama
dan kepercayaannya. UU ini juga mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi
setiap warga negara, kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya, akses
yang sama terhadap pekerjaan, dukungan khusus bagi kelompok tertentu seperti
penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak. UU ini juga melindungi
hak-hak anak dan hak untuk mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM).1¢

e UU No0.26/2000 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.
Undang-undang ini membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk menyelidiki
pelanggaran HAM.20

e UU No0.12/2005 meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik/ Covenant on Civil and Political Rights.

e UU No0.40/2008 tentang penghapusan diskriminasi terhadap ras dan etnis, tentang
kebebasan mendasar hak asasi manusia dan kesetaraan dalam kewarganegaraan,
politik, peluang ekonomi, masyarakat dan budaya. UU ini juga menekankan penting-
nya memahami pluralisme dan menghormati hak asasi manusia dalam pendidikan
(Pasal 5 ayat (c)).2?

Indonesia telah membuat beberapa undang-undang yang menjunjung hak-hal politik
bagi perempuan, di antaranya.

e UU No. 22/2007 tentang susunan panitia pemilihan.22

e UU No0.2/2011 tentang partai politik, mensyaratkan semua partai memiliki minimal
30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon, dan UU No. 8/2012 tentang
pemilu legislatif.

e Keppres No. 181/1998 yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan bagi
perempuan dan menjadi dasar pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).23 Untuk perlindungan lebih lanjut,
UU No. 23/200424 mengatur penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Setahun kemudian, Perpres No. 65/2005 untuk membentuk komisi nasional untuk
penanganan kekerasan terhadap perempuan.2s

Meskipun undang-undang di atas menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk mema-
jukan hak asasi semua warga negara, peraturan teknis tentang bagaimana negara
menjamin dan memenuhi kebebasan beragama masih belum ada. Beberapa pemerintah
provinsi atau kabupaten yang mayoritas penduduknya Muslim memberlakukan pera-
turan berbasis syariat Islam, misalnya mewajibkan wanita Muslim untuk berpakaian
sesuai syariat Islam.

Selain itu, beberapa umat beragama di kabupaten/kota tertentu menghadapi kendala

struktural untuk mendirikan rumah ibadahnya. Pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang
otonomi daerah, seringkali membatasi kelompok minoritas untuk membangun tempat
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Meskipun undang-
undang di atas
menunjukkan komitmen
kuat Indonesia untuk
memajukan hak asasi
semua warga negara,
peraturan teknis
tentang bagaimana
negara menjamin dan
memenuhi kebebasan
beragama masih belum
ada.

ibadah. Pembatasan tersebut menjadi semakin meluas setelah diterbitkannya Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang
pendirian tempat ibadah. Kelompok agama minoritas menganggap peraturan ini prob-
lematik karena adanya persyaratan yang ketat dan prosedur yang sulit (misalnya
persetujuan tertulis dari kelompok agama mayoritas yang tinggal di wilayah tersebut)
untuk pendirian rumah ibadah. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di Indikator 4.

3. KEWARGANEGARAAN INKLUSIF
SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS/ETNIS | SKOR: 8
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Kewarganegaraan Indonesia umumnya bersifat inklusif dan mudah diakses. Pasal 28D
(4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”2¢
Secara khusus, Pasal 26 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara
ialah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-undang sebagai warga negara.”?’ Artinya, kewarganegaraan Indonesia
tidak memandang latar belakang kelompok ras atau etnis, afiliasi keagamaan, gender,
bahasa dan lainnya. Warga negara asing dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan
pun bisa menjadi WNI. WNI memiliki hak pendidikan, sosial-ekonomi, sipil dan politik,
termasuk hak kesejahteraan dan perlindungan.

Berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 12/2006,28 individu dari berbagai latar belakang yang
tinggal di negara ini dipersilakan menjadi warga negara Indonesia, dengan persyaratan
tertentu. Mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan hukum
darah (berdasarkan keturunan) dan hukum tanah (berdasarkan tempat kelahiran yaitu
di Indonesia). Pada prinsipnya, Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda atau
kewarganegaraan jamak.

Anak-anak (hingga 18 tahun) dengan kewarganegaraan ganda diperbolehkan menjadi
WNI dengan syarat khusus:

e Salah satu orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia;

e Ayah dari anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau negara asal ayah
tidak memungkinkan untuk memperoleh kewarganegaraan;

e Anak lahir atau ditemukan di wilayah Indonesia dengan kewarganegaraan orang
tua tidak diketahui; dan

e Anak lahir di luar negeri dari orang tua Indonesia.2®
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Pada tahun 2019,
121 komunitas adat
terpencil di sembilan
provinsi terdiri dari
sekitar satu juta
anggota masyarakat
adat, masih kesulitan
mengakses layanan dan
fasilitas pemerintah.
Akibatnya, menjelang
Pemilu 2019 orang-
orang ini tidak dapat
menggunakan hak
suaranya.

Untuk kondisi di atas, seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia saat
mereka memasuki usia 18 tahun, atau ketika mereka telah tinggal di Indonesia selama
setidaknya lima tahun berturut-turut atau 10 tahun secara kumulatif.

Kewarganegaraan Indonesia diakui melalui kartu identitas dan dokumen. Dokumen
identitas pribadi terdiri dari Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan paspor. Setiap individu, apapun latar belakangnya, memiliki semua atau sebagian
dokumen ini sebagai bukti kewarganegaraan yang diakui. Selama beberapa dekade,
kolom agama tidak mencantumkan kepercayaan adat dalam KTP. Baru pada perte-
ngahan tahun 2018, berdasarkan PP No. 37/2007 tentang pelaksanaan UU No. 23/2006
tentang administrasi kependudukan, penganut kepercayaan adat dapat mencantumkan
“penghayat kepercayaan” pada kolom agama di KTPnya.

Perlu diketahui bahwa masih banyak masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedesaan,
hutan, dan lokasi terpencil yang kesulitan mendapatkan KTP. Saat ini, ada sekitar 70 juta
penduduk yang termasuk dalam 2.371 komunitas adat di 31 dari 34 provinsi Indonesia.3°
Pada tahun 2019, 121 komunitas adat terpencil di sembilan provinsi terdiri dari sekitar
satu juta anggota masyarakat adat, masih kesulitan mengakses layanan dan fasilitas
pemerintah. Akibatnya, menjelang Pemilu 2019 orang-orang ini tidak dapat mengguna-
kan hak suaranya.3? Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ribuan warga
yang tinggal di daerah terpencil di Indonesia belum memiliki kartu identitas elektronik
(e-KTP), dikarenakan sulitnya akses terhadap administrasi kependudukan. Padahal,
sesuai dengan Undang-Undang No. 7/2017 tentang pemilihan, e-KTP diperlukan untuk
memilih di Pemilu.32
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Peraturan diskriminatif
yang diterbitkan oleh
badan dan lembaga
pemerintah semakin
memperparah
pemahaman bahwa
diskriminasi terhadap
kelompok minoritas
merupakan hal yang
wajar.

4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SKOR RERATA: 6

KELOMPOK RAS/ETNIS | SKOR: 6
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Meskipun Indonesia mengatur hak konstitusional dan meratifikasi sejumlah perjanjian
internasional tentang hak asasi manusia, namun terdapat kesenjangan antara kebijakan
nasional dan implementasi perjanjian internasional tersebut. Meningkatnya intoleransi
dan kekerasan terhadap penganut agama minoritas masih banyak terjadi, seperti
penodaan agama dan penganiayaan.33 SETARA Institute mencatat 201 pelanggaran
kebebasan beragama di seluruh Indonesia di tahun 2017; sebagian besar ditujukan pada
minoritas non-Muslim dengan latar belakang etnis Tionghoa.3 Insiden yang sebagian
besar terjadi selama 2018 hingga 2020 ini berdampak negatif terhadap status kebe-
basan beragama di Indonesia.3>

Peraturan diskriminatif yang diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah semakin
memperparah pemahaman bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupa-
kan hal yang wajar. Isu utama dalam hal ini adalah pendirian tempat ibadah. Sesuai
Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 200636 pendirian rumah ibadah dida-
sarkan pada komposisi agama para warga setempat. Aturan tersebut menyebutkan,
bahwa untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan tempat ibadah, pemohon harus
mendapat persetujuan dari sekurangnya 90 orang warga dari kelompok agamanya dan
dari 60 orang warga dari kelompok agama yang berbeda. Masalahnya, banyak umat
agama minoritas kesulitan mendapatkan izin ini, tidak hanya karena mereka tidak bisa
mendapatkan cukup persetujuan dari jumlah yang ditentukan, namun juga karena peja-
bat setempat cenderung memihak kelompok agama mayoritas yang tidak memberikan
izin mendirikan rumah ibadah. Hal ini tak hanya terjadi pada non-Muslim di daerah
mavyoritas Muslim, namun juga pada Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim (contoh:
Bali), dimana mereka tidak diizinkan membangun masjid atau kuburan dan diharuskan
menggunakan menyampaikan salam Hindu dalam pertemuan formal.3”

Perempuan juga terkena dampak negatif dari peraturan yang diskriminatif. Sebagai
contoh, Perda Kota Tangerang No. 8/2005 memuat ketentuan kontroversial yang melarang
perempuan di Tangerang bepergian pada malam hari. Hal ini membuat takut sebagian
besar perempuan untuk keluar rumah setelah jam kerja, kecuali ditemani oleh kerabat
dekat (mahram) dan/atau kegiatannya sudah berizin/dilindungi undang-undang.38
Peraturan seperti ini tentu saja membatasi hak-hak dasar perempuan untuk bekerja
dan mencari penghidupan. Peraturan tersebut juga menunjukkan penyalahgunaan
kekuasaan oleh pemerintah daerah dengan menuduh perempuan yang keluar di malam
hari sebagai pekerja seks berdasarkan kecurigaan yang tidak berdasar.

Petisi untuk menolak peraturan tersebut sudah diajukan ke pengadilan oleh aktivis HAM,
namun sepertinya belum menemui solusi. Karena belum ada keputusan yang jelas dari
lembaga hukum setempat, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memeriksa kasus
tersebut. Sayangnya, sesuai peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi
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hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan nasional, bukan peraturan
provinsi atau kabupaten.?? Hal ini cukup ironis mengingat kebijakan tersebut menindas
hak-hak masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan tidak adanya langkah yang jelas untuk memperbaiki kondisi ini, diskriminasi
terhadap kelompok atau komunitas minoritas, termasuk perempuan, masih terjadi.

5. PENGUMPULAN DATA
SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 8
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Pemerintah Indonesia melaksanakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Sejak
kemerdekaannya di 1945, Indonesia telah melaksanakan sensus penduduk sebanyak
tujuh kali (1961, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020). Data dapat diakses secara
online melalui situs web resmi lembaga, dan secara offline di kantor-kantor pemerintah.
Indonesia relatif bagus dalam menyediakan data terkait kesenjangan ekonomi, penda-
patan,“ kejahatan dan akses layanan kesehatan, termasuk gender dan pencapaian
pendidikan. Data sensus dikumpulkan secara teratur dan sistematis melalui kerja sama
dengan data sensus di tingkat provinsi atau melalui lembaga lain, seperti pendidikan,
kepolisian, layanan kesehatan, dan layanan ketenagakerjaan. Perlu dicatat bahwa,
dalam hal data pemilu, Indonesia menyediakan data online yang mudah diakses dan
komprehensif di tingkat nasional dan regional.4! Data pemilu mencakup jumlah pemilih
tiap provinsi berdasarkan gender dan disabilitas.*2 Kelemahan data sensus ini ada dalam
aspek pemutakhiran yang terjadwal setiap lima tahun sekali. Data ini bisa jadi tidak
menyebutkan orang-orang yang baru saja meninggal.

Pada sensus tahun 2020, data dikumpulkan secara menyeluruh dari berbagai latar
belakang agama dan domisili (penduduk perkotaan vs. pedesaan) di setiap provinsi.43
Meskipun demikian, data terkait agama/kepercayaan masih bermasalah. Menurut BPS,
beberapa provinsi atau kabupaten menggunakan format blanko yang berbeda. Di samping
enam agama formal, ada juga penghayat kepercayaan (misal: Badui, Anak Dalam, Kajang,
dll.) yang masuk kategori agama yang beda-beda. Karena penghayat kepercayaan tetap
harus mencantumkan agama dalam KTPnya, sedangkan kolom agama hanya ada nama
agama resmi (dan kepercayaan adat tidak ada kolomnya) maka penghayat ini memilih
salah satu dari agama resmi.4+ Selain itu, data tentang kelompok suku/etnis sulit untuk
diperoleh dikarenakan variasi kelompok suku/etnis yang tumpang tindih dalam suatu
wilayah atau provinsi. Ketika mengisi blanko sensus, masyarakat mengalami kesulitan
identifikasi apakah mereka berasal dari kelompok etnis tertentu atau lainnya.*s

Secara umum, data yang dikumpulkan melalui sensus sepuluh tahunan dapat diandalkan.

Meskipun ada kendala teknis dalam proses pengumpulan data (misalnya, ada rumah
yang kosong ketika dikunjungi petugas sensus pada siang hari), tidak ada penolakan
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yang berarti terhadap program sensus. Sebagaian besar responden bersikap terbuka
dan bersedia memberikan informasi relevan.

Namun demikian, ada sejumlah provinsi yang pengumpulan datanya cukup sulit. Hal
ini disebabkan kondisi wilayahnya yang ekstrem (pegunungan, pulau-pulau terpencil
dan hulu sungai) atau karena penduduk yang disensus tidak cukup mengetahui data
pribadinya, seperti tanggal lahir. Di provinsi wilayah timur Indonesia (Papua), ditemui
kendala dalam pencatatan data kependudukan. Selain terbatasnya akses terhadap
penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, kesulitan juga berkaitan dengan masalah
budaya, politik dan keamanan.4¢ Padahal, sebagaimana disebutkan sebelumnya, data
kependudukan diperlukan untuk pembuatan KTP dan Kartu Keluarga untuk mempero-
leh layanan kesehatan, bantuan kesejahteraan, serta untuk menggunakan hak politik.
Masalah serupa juga dialami masyarakat Topo Uma di Pipikoro Sigi (Sulawesi Tengah).
Karena tidak adanya KK dan KTP, masyarakat tidak termasuk dalam daftar bantuan
keuangan pemerintah daerah dan tidak mendapat dana pembiayaan mikro (Usaha
Mikro Kecil Menengah/UMKM.47

6. KLAIM DAN KONTESTASI
SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Apapun latar belakangnya, warga negara Indonesia berhak menggunakan hak-hak sipil
dan politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Konstitusi menjamin dan
melindungi identitas sosial dan budaya. Namun, dalam praktiknya, pemerintah dan
kelompok mayoritas sering mendominasi perwujudan ruang publik. Dalam hal klaim dan
kontestasi antarkelompok etnis, suku Jawa adalah kelompok dengan status politik yang
dominan. Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis, sudah dipahami bahwa menjadi orang
Jawa memberikan keuntungan lebih untuk terpilih sebagai presiden Indonesia.“® Hal ini
mungkin terkait dengan fakta bahwa orang Jawa merupakan kelompok etnis terbesar
dengan persentase lebih dari sepertiga total populasi. Posisi strategis lainnya seperti
menteri, pejabat militer, jaksa agung, dan duta besar, bisa diisi oleh tokoh-tokoh dari
berbagai latar belakang, baik itu agama, kelompok etnis, gender, pendidikan atau profesi.

Afiliasi agama menjadi penciri politik yang penting dalam pemilihan gubernur dan kepala
daerah di beberapa wilayah di Indonesia.*® Umat agama mayoritas di sebuah provinsi
atau daerah cenderung tidak memilih kandidat yang agamanya berbeda dengan mereka.
Di beberapa kasus, misalnya, orang di provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas beragama
Kristen, menolak calon Muslim untuk dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Sebelum tahun 1998 (akhir rezim Orde Baru), kepemimpinan provinsi di Sulawesi Utara
dibagi antara orang Kristen dan Muslim (misalnya, gubernur harus Kristen, sementara
jabatan wakil gubernur dipegang oleh Muslim).50 Di Jakarta (ibu kota Indonesia), Basuki
Purnama (dikenal sebagai Ahok), seorang Kristen keturunan Tionghoa dan gubernur
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petahana yang mencalonkan diri kembali pada tahun 2017, ditolak secara terang-terang-
an.s! Pendukung Anies Baswedan (lawan Ahok), memainkan isu agama dan etnis.52
Sentimen anti-Kristen dan anti-Tionghoa gencar diarahkan pada Ahok. Ahok kemudian
kalah, dan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta (2017-2022).

Masyarakat adat seperti Suku Anak Dalam, keturunan Melayu (Jambi, Sumatera Selatan),
dan Suku Amungme di Kota Tembagapura, Provinsi Papua seringkali memiliki posisi tawar
yang lebih rendah dalam menuntut hak-hak mereka. Bahkan, suku-suku ini mengalami
diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai bentuk. Mereka sering tidak dilibatkan
dalam pengambilan keputusan, kurang diakui oleh pemerintah maupun dari kelompok
mayoritas, termasuk perusahaan bisnis nasional dan internasional. Meskipun ada upaya
advokasi hukum dari berbagai LSM, kelompok suku ini dianggap tidak penting dan lemah.
Suku Amungme di Kota Tembagapura, misalnya, mengajukan petisi kepada Pengadilan
Negeri melawan Freeport, sebuah perusahaan pertambangan internasional. Mereka
mengklaim bahwa tanah mereka disita tanpa persetujuan dan kesepakatan sebelum
proyek dimulai. Penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek Freeport melihat potensi
bahaya secara psikologis, ekonomi dan lingkungan. Namun, sebagaimana diduga, kepu-
tusan pengadilan memenangkan Freeport dalam kasus tersebut.s3 Meskipun pemerintah
melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa
pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat dan menyediakan kesejahteraan
yang berhubungan dengan tanah mereka,5* masyarakat adat tetap saja lemah dan
daya tawarnya rendah terhadap investasi asing.

Contoh menarik lainnya adalah ketika suku minoritas yang kebetulan pemeluk agama
minoritas menolak dominasi kelompok suku dan agama mayoritas melalui penguatan
identitas. Umat Hindu Bali, misalnya, melalui identitas yang diperkuat, berupaya untuk
memperkuat kembali bidang politik, ekonomi dan budaya Bali (Ajeg Bali)s5 dengan
tujuan untuk mengatur praktik-praktik sosial, budaya, dan ekonominya secara lokal.
Sebagai dasar praktik sosial di Bali, konstruksi identitas dibentuk melalui dua cara
yang terinternalisasi sejak masa kecil, yaitu adat (hukum adat) dan ajeg (etos untuk
melindungi identitas budaya Bali).>¢ Paska desentralisasi di 1999, upaya ini dilakukan
dengan dukungan dari media massa lokal (misalnya surat kabar Bali Post). Selain itu,
beberapa akademisi juga mengkampanyekan slogan Ajeg Bali. Mengikuti pola politik
nasional dari tokoh Jawa dan Islam, Ajeg Bali menekankan betapa pentingnya lokalitas
untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Selain itu, posisi Bali sebagai tujuan wisata
yang dikelola oleh orang-orang Bali dan yang juga didukung oleh pelaku global, telah
membentuk artikulasi identitas yang unik, yang kemudian memperkuat posisi tawar
mereka dalam politik nasional. Namun, penerapan Ajeg Bali sebenarnya juga berisiko
menimbulkan potensi konflik dengan kelompok minoritas di Bali. Sebagai contoh, pada
tahun 2014, terjadi insiden penolakan terhadap simbol-simbol agama Islam (agama
minoritas di Bali).>”

Klaim (tuntutan) juga bisa mewujud sebagai respons terhadap kekerasan vertikal yang
terjadi antara pemerintah dan masyarakat.s8 Sebagai contoh, Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) menuntut otonomi dan kebebasan sebab adanya eksploitasi sumber daya dan distri-
busi kesempatan ekonomi yang tidak adil. Pada tahun 1976, GAM menuntut pemerintah
pusat untuk memberikan hak mengelola manajemen sumber daya alam secara mandiri,
dan konflik ini diselesaikan dengan intervensi internasional dan nasional melalui Nota
Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menyatakan bahwa Aceh dapat berdiri
sendiri. MoU ini belum sepenuhnya terlaksana. Kekerasan horizontal antarkelompok tak
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terelakkan dan elemen-elemen politik seperti Partai Suara Independen Rakyat Aceh,
Partai Rakyat Aceh dan Partai Nasional Aceh turut terlibat.>® Setelah proses negosiasi
yang panjang, kebijakan otonomi khusus Aceh diterapkan, dan Aceh mendapatkan
pembagian hasil SDA seperti minyak dan gas. Kendatipun pembagian ini, kemiskinan
dan kesenjangan sosial-ekonomi masih banyak ditemukan di Aceh.s Konflik GAM juga
terjadi di daerah lain pada tahun 2001, seperti di Gayo (GAM melawan etnis Jawa). Saat
ini, GAM telah berdamai dan berkomitmen untuk tidak memicu konflik lagi.s?

Kasus penuntutan (klaim) yang serupa terjadi dalam kekerasan vertikal di Papua yang
menuntut kemerdekaan karena alasan ekonomi dan politik, seperti diskriminasi dan distri-
busi sumber daya ekonomi yang tidak adil. Ada beberapa organisasi, seperti Organisasi
Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Papua Barat, dan Gerakan Pembebasan Bersatu
untuk Papua Barat, yang menuntut pemisahan dari Indonesia. Kelompok ini disebut
sebagai Kelompok Separatis Papua atau Organisasi Papua Merdeka atau Kelompok
Kriminal Bersenjata (KKB).62 Seorang peneliti senior dari lembaga IMPARSIAL yang telah
lama mengadvokasi Kebijakan Reformasi Sektor Keamanan sejak awal tahun 2000 di
Indonesia, berpendapat bahwa konflik di Papua sejak tahun 1969 berlanjut karena
marginalisasi ekonomi, stigmatisasi dan ketidakpercayaan antara pemerintah dan
masyarakat Papua.t3 Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
adalah kebijakan terbaik dari perspektif pengelolaan konflik, UU ini masih dianggap
cacat karena beberapa alasan: pertama, kurangnya kejelasan tentang definisi indikator
keberhasilan otonomi khusus ini. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua
dan Papua Barat masih menjadi salah satu yang terendah di antara provinsi-provinsi di
Indonesia. Ketiga, pembangunan infrastruktur fisik lebih ditekankan daripada pengem-
bangan sumber daya manusia. Keempat, konflik bersenjata menyebabkan korban dari
kedua belah pihak dan menimbulkan ketidakamanan yang meluas.¢4
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7. PARTAI POLITIK
SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Selama rezim Order Baru (1968-1998), jumlah partai politik dipangkas dari awalnya
sepuluh partai menjadi tiga partai, yang kemudian bisa dibagi dalam tiga golongan:
Islam modernis dan tradisionalis, teknokrat nasionalis, dan Kristen sosialis-nasionalis.
Paska Orde Baru (1998 dst.) partai politik bermunculan hingga ada tiga puluh parpol
baru yang mengusung ideologi yang beragam. Kecenderungan partai-partai ini dibentuk
berbasis nasionalisme atau afiliasi agama tertentu (kebanyakan adalah partai Islam dan
sebagian kecil partai Kristen).ss Dari lima kali Pemilu Legislatif selama era Orde Baru
(tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019), parpol agama tidak pernah mendapatkan
suara yang cukup dari pemilih. Setiap pemilu ini dimenangkan oleh parpol nasionalis
yang berbeda-beda.¢

Tidak ada partai politik di Indonesia yang didirikan berdasarkan kelompok ras-etnis
sebagaimana yang ada di Malaysia, terkecuali di Aceh. Penting untuk dicatat bahwa
pemerintah pusat mengizinkan pendirian partai politik bernuansa kedaerahan di provinsi
Aceh, namun tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. Pada Pemilu 2019, ada empat
belas (14) parpol yang berkampanye memperebutkan 575 kursi di DPR, dan empat
diantaranya adalah parpol lokal yang bersaing dengan parpol tingkat nasional yang
memperebutkan 81 kursi di DPRD.67

Setiap partai politik menerima kandidat dari berbagai latar belakang suku, jenis kelamin,
etnis, dan agama. Bahkan partai Islam sayap kanan, seperti Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), kini terbuka bagi non-Muslim untuk menjadi kandidat di tingkat nasional, kota,
atau provinsi.t8 PKS mendukung calon non-Muslim untuk pemilihan bupati di Papua,
bahkan mengusung tokoh non-Muslim untuk menjadi wakil partai Islam di DPRD Tolikara
dan Lanny Jaya, Papua.t® Partai Islam lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan
(PPP, partai Islam konservatif), Partai Amanat Nasional (PAN, partai Islam modernis)
dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB, partai Islam tradisionalis), juga mencalonkan dan
mendukung tokoh non-Muslim untuk menjadi pemimpin provinsi atau kabupaten di Papua
dan Papua Barat. Dukungan politik mereka terhadap kandidat non-Muslim didasarkan
pada fakta bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah mayaritas non-Muslim (misalnya
Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur), dan juga pada pertimbangan
kapasitas dan komitmen kandidat dalam memimpin daerahnya.”®

Kebanyakan partai politik lebih mempedulikan keberagaman agama para pemilih
dibandingkan dengan keberagaman suku/etnis atau kesenjangan antara kota dan desa.
Padahal, partai berafialiasi agama biasanya mengakomodir kebutuhan penganutnya
sendiri saja, seperti contohnya partai Islam yang memilih untuk mendukung peraturan
atau kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan Muslim. Menariknya, peraturan ini
tidak hanya didukung oleh partai-partai Islam tetapi juga didukung oleh partai-partai
nasionalis. Hal ini dikarenakan pasca Orde Baru penduduk di beberapa provinsi dan
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kabupaten adalah mayoritas Muslim sehingga mereka mendorong terciptanya peraturan
daerah yang bernuansa syariat Islam.”® Partai nasionalis mendukung kebijakan ini agar
mereka tidak terkesan menghalangi kebutuhan umat Islam, serta untuk memperoleh
lebih banyak suara dari umat Islam, yang mana persentasenya adalah terbesar. Oleh
karena itu, kelompok minoritas non-Muslim merasa bahwa mereka tidak memiliki sarana
politik yang memadai untuk menentang keputusan dan peraturan yang mengeksklusikan
mereka.”2 Lebih jauh lagi, pemberlakuan aturan yang condong pada agama mayoritas
tersebut seringkali menyebabkan kelompok minoritas menjadi seperti orang luar atau
warga kelas dua.

8. MEDIA BERITA
SKOR RERATA: 7
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B. Kekuatan Aktor Pluralis | Skor Rerata: 7.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 8
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 8
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Kanal media dan saluran komunikasi (termasuk media sosial) di Indonesia dimiliki oleh
berbagai pihak. Meskipun kepemilikannya beragam, namun cakupan pemberitaannya
cenderung tidak berimbang. Isu terkait kelompok mayoritas lebih sering diberitakan
ketimbang kelompok minoritas.”? Kurangnya keberagaman cakupan berita terhadap
minoritas ini berarti bahwa media dan saluran televisi lebih banyak mewakili kepen-
tingan kelompok mayoritas dibandingkan kelompok minoritas. Konten berita sangat
Jakarta-sentris secara geografis (34,1%), Islam-sentris secara orientasi keagamaan
(96,7%) dan Jawa-sentris dalam hal identitas etnis (42,8%). Konten keagamaan di saluran
dan program TV (seperti berita, variety show, infotainment dan reality show) pun
sebagian besar bersifat konservatif, terutama paska pemilihan gubernur Jakarta pada
tahun 2017.7¢ dimana Anies Baswedan yang diusung oleh kelompok Islam konservatif
menduduki kursi kepemimpinan. Artinya, selain kurang beragamnya cakupan berita,
terutama tentang kelompok minoritas, ada juga kecenderungan pemaksaan konten
yang cenderung berpihak pada kelompok mayaritas.

Korporasi besar, elit politik dan pemimpin agama mayoritas merupakan kelompok domi-
nan yang mengontrol konten media massa di Indonesia. Selain itu, ada juga LSM yang
mempunyai media yang tersegmentasi. Sebanyak 12 grup dari 31 perusahaan media
besar menguasai kanal informasi dari Aceh hingga Papua, yang mencakup surat kabar
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cetak, majalah, radio, televisi, hingga jaringan berita online.”> Secara umum, kelompok
media ini cenderung menyajikan gambaran yang tidak berimbang mengenai kelompok
minoritas. Ketika kanal media berita dimanfaatkan oleh mereka yang mencari kekuasaan
dan keuntungan, prinsip-prinsip keberagaman, pluralisme dan perbedaan budaya beri-
siko terancam dan dilemahkan. Pemberitaan terkait kelompok agama minoritas (misal
Ahmadiyah dan Syiah)76 seringkali tidak akurat, sehingga keragaman sosiokultural dan
keberagamaan di Indonesia menjadi pertaruhan.””

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai media berita kurang memperhatikan latar
belakang kelompok minoritas, baik suku, ras, atau agama.”® Jikapun ada pemberitaan
terkait kelompok minoritas, media cenderung memberitakan perihal konflik (seperti di
Sambas dan Ambon) sebatas mendeskripsikan konflik itu sendiri tanpa memberikan
konteks historis atau permasalahan di baliknya, yang harusnya bisa dijelaskan oleh ahli.”®
Dengan demikian, berita-berita di media lebih bersifat provokatif karena latar belakang
sosial dan informasi yang komprehensif tentang bagaimana dan mengapa konflik terjadi
sebagian besar tidak dijelaskan. Selain itu, pandangan dan keterangan para ahli untuk
mengakhiri atau meminimalkan konflik seringkali juga tidak dimasukkan.

Media cenderung mengejar rating pembaca/penonton daripada membela hak warga
negara. Hal ini juga yang ditemukan dalam studi UNESCO terhadap keberagaman lanskap
media. Survei UNESCO menemukan kurangnya pemberitaan di media massa yang inklusif
dan berimbang.8® Dalam beberapa kesempatan, media cenderung menekan gagasan
kelompok minoritas dalam nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan tidak memberitakan
isu diskriminasi atau intoleransi sesuai dengan konteksnya yang utuh, atau bahkan tidak
memberitakan diskriminasi dan intoleransi sama sekali. Hak-hak kelompok minoritas,
seperti penyandang disabilitas, kelompok agama, LGBTQ+ dan kelompok rentan lainnya
di Lombok, Nusa Tenggara Barat, misalnya, seringkali terpinggirkan atau diabaikan oleh
media.8!

Di wilayah pedesaan, peran media sangat penting untuk menjaga keberagaman Indonesia
dengan mencegah diskriminasi dan perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas.
Sayangnya, media massa justru kurang memainkan fungsi edukatifnya untuk mengu-
rangi konflik. Dalam sebuah diskusi di Lombok paska sebuah insiden intoleransi (dihadiri
oleh jurnalis dan tokoh agama di tingkat provinsi), media didesak untuk membantu
menyebarkan narasi tentang perlindungan hak asasi manusia kepada khalayak luas.
Mereka juga diminta menyajikan konten berita dengan lebih intens dan menghargai
keberagaman serta menawarkan perspektif yang menghindari pesan-pesan provokatif
terkait perbedaan keyakinan agama, etnis, dan gender.82
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9. MASYARAKAT SIPIL
SKOR RERATA: 8
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Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia semakin menggeliat sejak runtuhnya
rezim Orde Baru di 1998. Selama bertahun-tahun, OMS berkontribusi terhadap perju-
angan kebebasan berekspresi dan berserikat. Unsur-unsur OMS seperti LSM, organisasi
keagamaan dan organisasi kebudayaan telah membuat perubahan yang signifikan baik
pada tingkat individu maupun institusi, dalam memperkuat pluralisme dan keberagaman
di Indonesia.

Keberagaman kelompok etnis di perkotaan maupun pedesaan telah diadvokasi oleh
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). AMAN bekerja sama dengan organisasi
lain (Perkumpulan HuMa Indonesia, Badan Registrasi Wilayah adat (BRWA), Epistema
Institute dan Kelompok Kerja ICCAs Indonesia.83 Forum ini membantu masyarakat adat
yang tinggal di pedesaan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian
dan fasilitasi masyarakat; bantuan hukum, advokasi untuk berbagai permasalahan;
memfasilitasi akses terhadap jaringan nasional dan internasional; dan penyiapan doku-
men hukum adat serta peta wilayah adat.8

Banyak OMS di Indonesia yang sangat mendukung dan mempromosikan pluralisme
agama dan keberagaman keyakinan.8> Kebanyakan organisasi ini berasal dari komunitas
Muslim yang terlibat dalam beberapa program pemberdayaan sosial tingkat nasional.
OMS non-Muslim umumnya beroperasi di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya
adalah non-Muslim (misalnya Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua).
Mereka melakukan kegiatan berskala lokal dengan pengikutnya di desa-desa.8¢

Salah satu OMS Muslim yang aktif mengadvokasi pluralisme dan menghormati kebera-
gaman Indonesia adalah The Wahid Institute (WI). Terinspirasi dari Presiden Indonesia
yang pluralis, Abdurrahman Wabhid (Gus Dur), Wl bekerja sama dengan organisasi Islam
terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama). Berdiri pada 7 September 2004, WI berupaya
mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Gus Dur dalam membangun pemikiran
Islam moderat yang mengedepankan demokrasi, multikulturalisme dan toleransi umat
Islam di Indonesia dan dunia. WI berdedikasi penuh untuk memberikan informasi kepada
masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama dan perlunya menghormati ritual
dan keyakinan umat beragama. Di antara program-programnya, WI menyelenggarakan
kegiatan dengan para aktivis Muslim progresif dan memfasilitasi dialog antar pemimpin
agama dan tokoh politik di Negara Islam dan Non-Islam.87

OMS lain yang tak kalah penting dalam mempromosikan pluralisme agama adalah
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta dan
Setara Institute. Lembaga-lembaga ini menyelenggarakan program dan kegiatan
menyebarkan pengetahuan tentang agama dan pluralisme, melakukan penelitian
kebijakan publik mengenai isu-isu keberagaman, perdamaian dan inklusivitas.s8 Selain
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itu, sebuah organisasi ulama wanita bernama Konferensi Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI) didirikan pada tahun 2017 juga turut berkontribusi pada pemberdayaan hak-hak
perempuan, pemberantasan kekerasan seksual dan perlindungan lingkungan.8® Baru-
baru ini, KUPI juga berupaya memerangi ekstremisme kekerasan dan melawan narasi
kebencian dan intoleransi.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Organisasi-organisasi ini terus mempromosikan inklusivitas dan pluralisme melalui
program “Muslim Moderat”. Keduanya berkomitmen kuat dan aktif menjalankan berbagai
program untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai melalui toleransi dan
penghormatan terhadap perbedaan agama, ras, suku dan gender,%0 mengakhiri diskri-
minasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Organisasi-organisasi
ini berupaya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai yang mendukung
keberagaman.o?
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Bagi sebuah organisasi atau perusahaan, keberagaman budaya dianggap sebagai keku-
atan positif dalam mencapai tujuannya.®2 Contoh keberagaman budaya antara lain:
gender, suku/ etnis, latar belakang pendidikan dan ekonomi, agama dan keterbatasan
fisik. Keberagaman budaya dalam dunia kerja di Indonesia menjadi perhatian pemerintah
Indonesia melalui pengesahan UU No. 11/2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pemerintah terus membangun dan
meningkatkan kesadaran perusahaan untuk menghormati, memajukan dan melindungi
HAM para pekerjanya sesuai dengan agenda pembangunan nasional.

Sejumlah undang-undang telah disahkan, seperti UU No. 25/2007 tentang Penanaman
Modal, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU N0.19/2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut disahkan untuk memastikan perusahaan
melaksanakan kewajibannya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Peraturan
serupa antara lain Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan
Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif,23 PP 47/2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Perpres 26/2010 tentang
Transparansi Pendapatan Nasional terkait Pendapatan Industri Ekstraktif Lokal. Dampak
dari peraturan-peraturan ini, perusahaan menetapkan persyaratan yang sama terha-
dap calon karyawan (laki-laki maupun perempuan) dan mempertimbangkan hak-hak
karyawan.o4

Sektor swasta di Indonesia diwajibkan melakukan seleksi terbuka untuk perekrutan
karyawan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme dan non-diskriminatif.

Global Pluralism Monitor: Indonesia (Diterjemahkan ke bahasa Indonesia) 31



BPS menegaskan
bahwa permasalahan
kesenjangan upah
menjadi masalah
laten karena adanya
asumsi bahwa
perempuan dinilai
kurang berpartisipasi
dalam dunia kerja, dan
perempuan cenderung
ditempatkan pada
posisi yang lebih
rendah.

Seleksi ini harus terbuka bagi semua kandidat dari berbagai latar belakang, termasuk
gender apapun.®s Menurut Data Ketenagakerjaan tahun 2017, 96% sektor swasta di
Indonesia menerima karyawan dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Jumlah
ini sama dengan Singapura (97%) dan Malaysia (94%). Lebih rinci Indonesia memprio-
ritaskan pekerja berdasarkan jenis kelamin atau gender (55%), status agama minoritas
(38%), dan status etnis minoritas (30%).%6

Meskipun terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja selama dua tahun terakhir (sekitar
140 juta pekerja) dan pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara
nasional sebesar hampir 70%, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 83,2% sedangkan
TPAK perempuan hanya 55,5%. Per tahunnya, TPAK laki-laki naik 0,17%, sedangkan TPAK
perempuan hanya naik 0,06%.97 Meskipun demikian, sektor swasta di Indonesia tidak
memberikan upah yang setara antara laki-laki dan perempuan. Data yang dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan
upah antara laki-laki dan perempuan yang terus meningkat sejak tahun 2015: dari Rp.
269.000 menjadi Rp. 560.600 dan Rp. 618.800 (masing-masing pada tahun 2018 dan
2019).98

BPS menegaskan bahwa permasalahan kesenjangan upah menjadi masalah laten karena
adanya asumsi bahwa perempuan dinilai kurang berpartisipasi dalam dunia kerja, dan
perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Permasalahan ini
menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan pekerjaan, penda-
patan dan posisi kepemimpinan.®® Elly R. Silaban, presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) dan Yorrys Raweyai, ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI), mendorong perempuan untuk bergabung dengan serikat
pekerja agar mendapatkan upah yang setara dan diperhitungkan dalam pengambilan
keputusan.100

Terlepas dari kesenjangan upah, ada juga praktik baik keterwakilan gender di dunia
kerja dan kepemimpinan. Unilever, misalnya, berkomitmen menerapkan inklusivitas dan
keberagaman pada pegawainya, terutama terkait gender dan disabilitas. Pada tahun
2019, terdapat 44,1% perempuan yang menduduki posisi direktur dan 40,7% menem-
pati posisi manajer. Perusahaan ini juga menyediakan fasilitas responsif gender, seperti
tempat penitipan anak bagi pekerja perempuan. Selain itu, cuti melahirkan dan cuti
ayah juga diberikan.101 Perusahaan lain juga mulai mengikuti praktik ini.
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Apapun suku, jenis kelamin, etnis maupun agamanya, semua warga negara Indonesia
bisa berpartisipasi melalui partai politik untuk menggunakan hak pilihnya dan untuk
mencalonkan diri dalam pemilu, selama mereka memiliki identitas kewarganegaraan
yang diperlukan (seperti KTP atau paspor). Karena KTP berfungsi sebagai bukti kewarga-
negaraan dan sebagai syarat menggunakan hak pilih atau hak dicalonkan sebagai calon
anggota legislatif, mereka yang tinggal di pedesaan atau terpencil (seperti masyarakat
adat) bisa kehilangan hak politiknya0z sebab terbatasnya akses untuk mendapatkan KTP.

Selain itu, beberapa komunitas adat yang tinggal di daerah terpencil bisa tidak terwakili
dengan baik dalam penyampaian kepentingan mereka. Mereka tidak memiliki akses
yang memadai terhadap kekuasaan politik karena tidak ada satu partai politik pun
yang secara eksklusif mewakili dan membela kepentingan mereka. Meskipun di level
daerah ada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang berdampingan dengan DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan ditugas-
kan khusus untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau
daerah terpencil, DPD tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi harapan tersebut.103

Sebagaimana terjadi di banyak negara lain, kelompok mayoritas seringkali mendapat
keistimewaan dan keuntungan politik. Suku Jawa secara angka merupakan kelompok
etnis terbesar, dan Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, partai
politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden di Indonesia biasanya mengajukan
calon Muslim asal Jawa. Calon presiden manapun yang latar belakangnya bukan dari
kelompok mayoritas (secara etnis dan agama) kemungkinan besar akan kalah dalam
Pemilu. Patut dicatat bahwa kesenjangan politik disebabkan oleh sentimen negatif terha-
dap kandidat yang berlatar belakang etnis non-pribumi. Pemilih di Indonesia cenderung
memilih calon dari keturunan Arab dibandingkan calon yang keturunan Tionghoa. Hal
ini mungkin terkait dengan afiliasi agama para kandidat: kandidat asal Arab beragama
Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, sedangkan kandidat keturunan
Tionghoa biasanya beragama Kristen, Buddha atau Konghucu. Sentimen terhadap
agama dan etnis ini nampak signifikan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 yang
mempertemukan dua calon: Anies Baswedan yang keturunan Arab, dan Basuki Purnama
yang keturunan asal Tionghoa.104

Politik identitas menjadi penciri utama kancah politik Indonesia sejak tahun 1998.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari desentralisasi administratif,
otonomi daerah, hingga yang lebih mencolok lagi, dalam konflik berdarah antarsuku,
serta ketegangan antar umat beragama di tingkat nasional.25 Politik identitas telah
merusak keberagaman di Indonesia; ia menciptakan polarisasi di kalangan pemilih baik
di tingkat nasional maupun daerah. Alih-alih mempertimbangkan program yang diajukan
para kandidat, pemilih terfokus pada apakah para kandidat berasal dari daerah yang
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sama dengan mereka, berbicara dengan bahasa yang sama dan agamanya sama.106
Politik identitas menggiring masyarakat ke dalam perdebatan yang tidak perlu, misal-
nya antara kubu “toleransi” dan “intoleransi”. Sentimen terhadap agama dan etnis ini
kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah agama (misalnya Islam) sesuai
dengan demokrasi di Indonesia.10?

Terkait perempuan dan kesenjangan politik, Indonesia pasca Orde Baru telah melahirkan
beberapa peraturan yang merevisi kebijakan sebelumnya yang mengabaikan hak-hak
politik perempuan. Melalui UU No. 22/ 2007,108 ditetapkan bahwa keanggotaan panitia
pemilu harus terdiri dari sekurangnya 30% perempuan. Begitu pula UU No. 2/2011 tentang
Partai Politik dan UU No. 8/ 2012 tentang Pemilu Legislatif mewajibkan calon legislatif
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk mencalonkan minimal 30% kandidat
perempuan. Namun realitanya, di Pemilu 2014 misalnya, target keterwakilan perem-
puan di parlemen sebesar 30% hanya bisa terisi sebanyak 17,32% (97 dari 560 kursi).109
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Kesenjangan ekonomi masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Survey Pluralism Perceptions oleh the Indonesian Survey Institute menunjukkan 91.6%
responden menganggap bahwa distribusi pendapatan di Indonesia sebagai “cukup tidak
adil” atau “tidak adil sama sekali.”110 Respon ini cukup konsisten di semua kategori
gender, pendapatan, pendidikan, usia dan wilayah (kota/pedesaan). Terkait perubahan
pendapatan dalam lima tahun terakhir, persepsi masyarakat mencerminkan ketimpangan
ekonomi Indonesia yang curam. Sebanyak 24% responden di kelompok pendapatan
terbawah menyatakan pendapatannya menurun signifikan. Sebagai perbandingan, 56%
responden di kelompok pendapatan tertinggi merasa pendapatannya meningkat.111

Bank Dunia mencatat berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di
Indonesia. Hal ini mencakup: kesenjangan dalam peluang, kekayaan dan kepemilikan
properti, ketidaksetaraan lapangan kerja dan kerentanan masyarakat miskin dalam
menghadapi ketidakstabilan ekonomi.112 Warga keturunan Tionghoa pada umumnya
unggul di banyak sektor ekonomi.113 Meskipun Tionghoa adalah kelompok minoritas, para
pebisnis Tionghoa menduduki banyak posisi teratas di perusahaan ritel, real estate dan
multinasional. Situasi ini telah terjadi selama beberapa dekade, dan menurut Forbes,
sebagian besar orang terkaya di Indonesia berasal dari latar belakang Tionghoa.l14
Laporan Oxfam dan Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia tahun
2017 menyimpulkan bahwa kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia yang
mencapai US $25 miliar setara dengan gabungan aset 100 juta orang termiskin.115
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Bangkitnya elite ekonomi merupakan akibat dari dukungan pemerintah dan kerja sama
jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan besar dan milyuner, termasuk orang-
orang Tionghoa. Padahal di sisi lain, program pemerintah belum berhasil memberdayakan
dan menumbuhkan kapasitas ekonomi masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat
adat di pedesaan. Masyarakat adat jarang dilibatkan (atau bahkan diabaikan) dalam
pembangunan wilayah mereka sendiri, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Eksplorasi dan eksploitasi tanah dan sumber daya alam yang ada di pedesaan sudah
lama dimulai sejak masa Orde Baru. Lebih parahnya lagi, pemerintah pasca Orba terus
memperpanjang kontrak pengelolaan sumber daya alam oleh swasta.116 Kasus terbaru
terjadi di Kalimantan, sebuah megaproyek perusahaan multinasional akan segera dimu-
lai tanpa melibatkan masyarakat adat. Hal ini menjadi perhatian Komite PBB untuk
Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang kemudian mendesak pemerintah Indonesia “untuk
mengamankan kepemilikan dan hak kepemilikan masyarakat lokal sebelum melanjutkan
proses ke tahap selanjutnya.”?? Lebih dari 300.000 masyarakat adat telah direlokasi
secara paksa, mereka terpaksa mengungsi untuk menyelematkan diri. Oleh karena itu,
pemerintah Indonesia dituntut untuk “memastikan bahwa masyarakat adat dimintai
pendapat, persetujuan serta partisipasinya dalam proyek tersebut.”118

Beberapa provinsi mengalami konflik akibat ketimpangan ekonomi. Konflik terjadi antara
kelompok suku lokal dan suku pendatang yang merantau mencari kehidupan yang lebih
baik. Pada awalnya, suku lokal menyambut kedatangan para pendatang ini, hingga
pada suatu titik mereka merasa terancam karena kekuatan ekonomi mereka menurun.
Konflik yang serupa juga dapat terjadi dikarenakan perbedaan agama. Misal, suku lokal
yang beragama Kristen kedatangan pendatang beragama Islam (suku Jawa, Minang
dan Bugis yang merantau di Papua; Suku Buton, Bugis dan Makassar yang merantau di
Maluku; dan suku Madura yang merantau di Kalimantan). Kelompok pendatang diang-
gap memiliki akses ekonomi yang lebih besar terhadap sumber daya, dukungan dan
fasilitas dibandingkan kelompok lokal atau “tuan rumah.”19 Di Kalimantan, misalnya,
orang Madura menguasai sektor perkayuan, pertambangan dan perkebunan. Mereka
juga unggul di sektor bisnis lainnya.120 Hal ini juga terjadi di Sulawesi Tengah. Meskipun
demikian, kesenjangan ekonomi antara suku lokal dan pendatang di Sulawesi Tengah
terkait dengan akses terhadap pekerjaan di sektor negeri, kontrak dan sektor swasta,
serta layanan yang diberikan. Di Kabupaten Poso dan Donggala, baik identitas agama
maupun kesukuan berperan dalam menciptakan ketimpangan ini.121

13. SOSIAL
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Indonesia menyediakan akses terhadap barang dan jasa publik seperti pendidikan,
layanan kesehatan dan kesejahteraan kepada setiap warga negara, apapun latar belakang
agama dan sosial budayanya. Orang tua yang memiliki KTP yang masih berlaku dapat
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mendaftarkan anaknya di sekolah negeri mulai dari tingkat dasar hingga universitas.
Pendidikan agama, baik formal maupun informal, juga tersedia. Umat beragama diper-
silakan mendirikan lembaga pendidikan swasta. Pemerintah telah mendirikan sekolah
agama negeri dan/atau universitas untuk masing-masing agama di berbagai kota.122
Selain pemeluk agamanya sendiri, lembaga pendidikan negeri tersebut juga menerima
pelajar dari agama lain.

Meskipun aksesnya terbuka lebar, pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di
Indonesia. Sekolah berkualitas tinggi biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga
swasta yang sebagian besar berlokasi di kota-kota besar dan biayanya relatif mahal. Ini
tentu saja menjadi permasalahan bagi masyarakat miskin perkotaan dan bagi masya-
rakat yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan. Data tahun 2016 menunjukkan
bahwa terdapat sekitar 93 juta (36% penduduk) yang hidup dalam kemiskinan.123
Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas telah menjadi permasalahan
utama bagi masyarakat miskin. Mereka memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan
pekerjaan dengan keterampilan dan gaji yang lebih tinggi. Kurangnya akses terhadap
pendidikan berkualitas kemudian menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial ekonomi
(yaitu, terbatasnya akses terhadap pekerjaan). Masyarakat miskin kesulitan memper-
oleh keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja dan
memenuhi persyaratan pekerjaan.

Meskipun Indonesia berhasil mencegah kematian ibu hamil dan bayi serta stunting
(penyakit gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak), namun
angka malnutrisi, obesitas dan ketimpangan manajemen kesehatan masih tinggi.124
Ada kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan
pedesaan, terutama di pulau-pulau terluar, perbatasan dan daerah tertinggal di bagian
timur Indonesia.

Survei Risnakes 2017 menunjukkan celah yang sangat lebar antara kebutuhan dan
ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia. Angka pertumbuhan tahunan fasilitas
kesehatan swasta (7%) lebih tinggi daripada rumah sakit umum (2%) dan paling banyak
ditemukan di daerah urban, sehingga tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis,
enggan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Hal ini diperparah dengan kurangnya
insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal atau
daerah terpencil.12> Kurangnya jumlah dokter umum berdampak buruk pada puskesmas
di wilayah-wilayah ini.

Masyarakat pedesaan dan daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas dan
layanan kesehatan, baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes |) maupun
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Faskes Lanjutan). Hal ini diperparah dengan kurangnya
ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Distribusi Faskes | juga masih menjadi
permasalahan, dan pemerintah masih berusaha mengatasi kelangkaan ini dengan
membangun lebih banyak fasilitas kesehatan umum di daerah pedesaan. Profil Kesehatan
Indonesia 2017 (The 2017 Indonesia Health Profile) mencatat bahwa jumlah klinik kese-
hatan meningkat sebesar 7% antara tahun 2014 dan 2017. Sekitar 45% dari klinik-klinik
ini melayani rawat inap.126 Layanan dan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan ini sangat
penting untuk menyediakan layanan kuratif (pengobatan) maupun preventif (menge-
dukasi warga desa tentang pencegahan penaykit), terutama selama pandemic Covid-19.

Global Pluralism Monitor: Indonesia (Diterjemahkan ke bahasa Indonesia) 37



Ekspresi budaya
komunitas Syiah,
dikritik terang-
terangan dan ditentang
oleh beberapa
kelompok Muslim.
Antara tahun 2013
dan 2016, perayaan
Asyura oleh komunitas
Syiah di berbagai kota
dilarang, dan warga
Syiah yang berkumpul
dalam perayaan ini
dipersekusi.

14. BUDAYA
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Dengan lima pilar yang membentuk ideologi nasionalnya (Pancasila), Indonesia menga-
kui dan menghormati ekspresi budaya yang beragam serta kekayaan ekspresi tersebut.
Setiap warga negara, apa pun latar belakangnya, dapat mengekspresikan budayanya
dengan bebas di depan umum. Identitas budaya yang dinamis ini sering kali ditampilkan
di tingkat nasional dan daerah, baik pada pertemuan dan perayaan formal maupun
informal. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengenakan pakaian adat yang
berbeda-beda dalam pertemuan formal kenegaraan untuk menghormati dan mengakui
keragaman budaya Indonesia.127 Sikap Presiden Jokowi ini berkontribusi pada kohesi sosial
dan kehidupan publik serta mendorong kelompok etnis Indonesia untuk hidup damai
bersama, bertukar dan berkolaborasi dalam menampilkan identitas budaya mereka.

Sikap penghormatan terhadap keragaman budaya ini rupanya masih dicederai oleh
tindakan unsur masyarakat yang represif. Sekelompok penganut agama mengritik
keras penggunaan baju adat yang agak terbuka (misal: memperlihatkan sedikit bagian
tubuh perempuan). Dalam beberapa perayaan hari besar yang menampilkan atribut
adat (pakaian, tarian, dll) dari berbagai daerah atau suku, kelompok Islam tertentu
berpendapat bahwa acara tersebut memperlihatkan tubuh perempuan (aurat) dan oleh
karenanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Islam) yang dianut oleh mayoritas
masyarakat Indonesia. Demikian juga di dunia pendidikan. Sebagai contoh, beberapa
sekolah negeri di Sumatera Barat, menerapkan aturan berpakaian yang mewajibkan
siswi non-Muslim untuk mengenakan pakaian Muslimah.128

Patut dicatat bahwa pemerintahan pasca-Orde Baru telah mengizinkan perayaan Tahun
Baru Imlek yang dulunya dilarang selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim otoriter.
Tahun Baru Imlek diberi status hari libur nasional sebagaimana hari raya keagamaan
lainnya, seperti Perayaan Idul Fitri dan Hari Natal. Hal ini memungkinkan WNI ketu-
runan Tionghoa untuk merayakan warisan budayanya.12® Ekspresi identitas Tionghoa
dalam berbagai bentuk (misalnya pertunjukan barongsai, kue bulan, astrologi Tiongkok,
angpau) juga sering muncul di saluran televisi swasta selama perayaan Imlek.130 Hal
ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mempelajari
budaya Tionghoa, namun juga membuka wawasan seluruh warga negara Indonesia akan
keanekaragaman budaya (misal: melalui wisata budaya).

Ketika di satu sisi ada gerakan terbuka bagi ekspresi budaya, di sisi lain masih ada
kelompok tertentu yang menutup dirinya terhadap agama dan masyarakat adat yang
berbeda. la yang berbeda tidak diterima dan dianggap bertentangan. Hal ini, misalnya,
terjadi pada penganut Ahmadiyah, Syiah, Baha'i, Gafatar dan lain-lain.13! Ekspresi budaya
komunitas Syiah, misalnya, dikritik terang-terangan dan ditentang oleh beberapa kelom-
pok Muslim. Antara tahun 2013 dan 2016, perayaan Asyura (memperingati syahidnya
Husain, cucu Nabi Muhammad SAW) oleh komunitas Syiah di berbagai kota (Kendari,
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Bogor, Bandung and Yogyakarta)32 dilarang, dan warga Syiah yang berkumpul dalam
perayaan ini dipersekusi.

Meskipun terdapat penolakan terhadap kelompok minoritas yang menunjukkan ekspresi
budaya di depan umum, beberapa tokoh dan lembaga telah memberikan dukungan dan
pembelaan hak kelompok tersebut untuk merayakan hari raya mereka. Yayasan Satu
Keadilan (YSK), misalnya, menentang keputusan Wali Kota Bogor yang melarang komu-
nitas Syiah merayakan Asyura. YSK mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri
Bogor membatalkan putusan tersebut.132 Senada dengan itu, Yaqut Cholil Qoumas,
Menteri Agama yang menjabat sejak 2020, membuat deklarasi—beberapa hari setelah
dilantik—yang menunjukkan komitmen kuatnya untuk menghormati kelompok minoritas
Ahmadiyah dan Syiah berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia.134 Selanjutnya,
pada Maret 2021, Menag Yaqut melakukan tindakan kontroversial dengan menyam-
paikan ucapan selamat hari raya Naw-Ruz pada penganut Baha’it®s. Meskipun ucapan
tersebut menuai kritik dari beberapa kelompok Muslim, Menag berargumen bahwa setiap
warga negara Indonesia harus dilindungi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan
lainnya. Aktivis hak asasi manusia merespon positif sikap Menag ini sebagai cara untuk
menunjukkan rasa hormat terhadap umat beragama di Indonesia.136
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Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia dirancang pada tahun 2019 oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan konsorsium
yang terdiri dari Masyarakat Peneliti Hukum Indonesia, Indonesian Legal Roundtable,
dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Indeks ini didasarkan pada beberapa
elemen: kerangka hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, bantuan hukum, kualitas
proses penyelesaian hukum, hasil proses penyelesaian hukum, dan literasi masyarakat
tentang hukum. Skor Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 adalah 69.6 (dalam
skala 0-100).137 Skor ini dianggap cukup baik mengingat Indonesia telah menyediakan
akses yang memadai terhadap keadilan, meskipun sistem peradilan formal yang ada
belum melayani semua orang dengan baik. Indeks ini mengungkapkan bahwa tindak
pidana, masalah keluarga dan anak, serta masalah tanah atau lingkungan merupakan
sengketa hukum paling umum ditemukan di Indonesia.

Meskipun sistem pengadilan Indonesia dianggap kuat dan independen, namun durasi
dan biaya menjadi permasalahan tersendiri. Semua jenis pengadilan (negeri, mili-
ter, administratif, dan agama) dimandatkan untuk memberikan akses keadilan yang
bersifat langsung, sederhana, cepat dan terjangkau dengan biaya rendah bagi semua
penduduk. Akan tetapi, proses litigasi tetaplah kompleks secara prosedural, sehingga
membutuhkan dana dan waktu yang banyak. Hal ini menyebabkan banyak calon litigan
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(terutama di daerah pedesaan) menggunakan mekanisme hukum informal atau proses
ajudikasi untuk menyelesaikan kasus mereka. Bahkan di Aceh misalnya, peraturan daerah
menetapkan bahwa tahap pertama dalam proses hukum adalah penyelesaian sengketa
di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sengketa yang sudah melewati
sistem pengadilan informal harusnya diberikan prioritas di pengadilan. Dengan kata
lain, meskipun para pihak yang bersengketa bisa memilih proses hukum formal sesuai
yang mereka inginkan, sistem hukum di Aceh cenderung mendukung mekanisme lokal
untuk penyelesaian sengketa. Di sisi lain, masyarakat di Aceh lebih memilih kasus mereka
diproses oleh mekanisme hukum di luar pengadilan, sebagian karena skeptisisme mereka
terhadap kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.138

Perihal akses yang sama terhadap keadilan, kelompok agama minoritas dan komunitas
adat seringkali menjadi yang terdampak. Komunitas Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat, misalnya, beberapa kali mengalami serangan, di mana sebagian anggo-
tanya diusir paksa dan rumah mereka dihancurkan. Namun, tidak ada tindakan yang
diambil oleh penegak hukum untuk menuntut para pelaku.13® Demikian pula, meskipun
Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan melindungi kepentingan komunitas adat di
Indonesia melalui Putusan No. 35 Tahun 2012 terkait pengujian judisial terhadap UU No.
41/1999 tentang Kehutanan, keputusan tersebut tidak langsung diikuti oleh pemerin-
tah nasional atau provinsi. Dengan tidak adanya implementasi, keberadaan komunitas
adat dan hak-hak mereka, serta otoritas mereka dalam hutan adat, menjadi lemah.140

Perlakuan tidak adil terhadap kelompok etnis oleh lembaga penegak hukum juga menjadi
masalah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada tahun 2020, tujuh aktivis Papua
dihukum hampir satu tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan. Setahun sebelumnya,
para aktivis tersebut terlibat dalam aksi damai memprotes anti-rasisme terhadap seorang
mahasiswa Papua yang mengalami diskriminasi ketika tinggal di asrama di Surabaya.
Menurut aktivis HAM, Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili aktivis Papua ini
tidak tepat dalam menerapkan pasal-pasal tentang pengkhianatan dalam menjatuhkan
hukuman, dan rupanya pasal-pasal ini telah digunakan untuk menghukum aktivis politik
pro-kemerdekaan di Maluku dan Papua selama satu dekade terakhir.141 Menurut aktivis
HAM, pasal-pasal KUHP ini tidak seharusnya diterapkan dalam kasus tujuh demonstran
anti-rasisme karena mereka hanya menyatakan pendapat mereka menentang diskri-
minasi ras dan menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul
secara damai.l42 Menanggapi kasus ini, sekitar 200 politisi Papua, pemimpin agama dan
anggota DPR menandatangani petisi kepada Presiden Jokowi meminta agar Presiden
membebaskan para terdakwa dan menghentikan dakwaan tersebut.143

Seperti disebut dalam Indikator 4, masalah akses terhadap keadilan di Indonesia sering
berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan yang lebih
tinggi. Meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa kasus-kasus
yang berhubungan dengan tumpang tindihnya yurisdiksi dan inkonsistensi dalam
peraturan-peraturan di bawah Undang-undang, kewenangan ini dibatasi hanya pada
peraturan perundang-undangan nasional. Sementara itu, Mahkamah Agung, yang
berwenang untuk meninjau peraturan-peraturan provinsi dan kabupaten yang inkon-
sisten atau bertentangan dengan undang-undang nasional, dalam beberapa kasus
telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan sengketa politik dan
sejenisnya yang terjadi di pemerintahan provinsi/kabupaten.144
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Kekerasan antar kelompok yang berbeda agama atau afiliasi keagamaan terjadi tidak
hanya karena adanya rasa superior suatu kelompok terhadap kelompok yang lain, namun
juga karena kurangnya toleransi terhadap praktik keagamaan dan kepercayaan yang
berbeda. Kekerasan antar kelompok suku/etnis yang berbeda sering dikaitkan dengan
ketimpangan ekonomi dan politik.

Kebinekaan Indonesia terus diuji oleh munculnya berbagai konflik kesukuan di bebe-
rapa wilayah. Berdasarkan laporan Denny JA Foundation tahun 2012, 14 tahun pasca
berakhirnya rezim otoriter, ada sekitar 2,398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang
terjadi di wilayah Indonesia, 65% di antaranya berlatar belakang agama, 20% berlatar
belakang etnis, 15% berlatar belakang gender dan 5% merupakan kekerasan seksual.145
Kasus kekerasan ini terjadi baik di desa maupun di kota.

Syiah dan Ahmadiyah merupakan kelompok yang sering menjadi target kekerasan
berlatarbelakang agama. Di tahun 2013, terjadi insiden pembakaran terhadap rumah
penganut Syiah di Sampang, Madural46 yang menyebabkan rusaknya 49 rumah, belasan
korban luka dan korban meninggal. Selama beberapa tahun ke belakang (2015-2020),
komunitas Syiah di kota-kota lain di Indonesia juga menjadi target kekerasan (misalnya
Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo atau Surakarta dan Makassar).147 Beberapa penyerang
insiden ini banyak terpengaruh oleh ajaran Salafi-Wahhabi yang mengklaim bahwa
membunuh Syiah adalah diperbolehkan karena mereka dianggap menyimpang dari
Islam. Selain penganut Syiah, kaum Ahmadiyah yang bermigrasi ke Cikeusik, Banten,
Makasar dan Lombok Timur248 juga mengalami persekusi yang parah dalam satu dekade
terakhir. Mereka diserang secara brutal, rumah mereka dirusak dan mereka terusir dari
desanya sendiri.

Insiden kekerasan antara komunitas Muslim dan non-Muslim juga cukup sering terjadi.
Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Bantul, Yogyakarta, dimana diduga terjadi
Kristenisasi oleh jemaat gereja. SETARA Institute melakukan kerjasama dengan Aliansi
Nasional Bhinneka Tunggal Ika, ANBTI yang berbasis di Yogyakarta untuk mengadvokasi
toleransi beragama, kebebasan beragama serta kesetaraan hak beragama di Bantul. Dari
2016 hingga 2018, beberapa insiden terjadi, seperti: penolakan terhadap non-Muslim
untuk tinggal di desa yang sama dengan mayoritas Muslim; penolakan kegiatan sosial
yang diselenggarakan oleh gereja bagi penduduk setempat; perintah untuk menutup
pesantren yang dikhususkan bagi golongan transgender; dan penolakan kepala desa
terpilih karena beliau adalah non-Muslim.149
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Menguatnya identitas etnis dan keagamaan di era pasca Orde Baru bersamaan dengan
meningkatnya konflik antar kelompok ras/etnis di beberapa daerah (atau yang dikenal
sebagai konflik horizontal).15? Ketegangan antar kelompok ini sepertinya berakar dari
perasaan terancam pada kelompok pribumi terhadap kelompok pendatang. Akibatnya,
kelompok “tuan rumah” mencoba menguasai kembali identitasnya dan kendalinya
terhadap sumber daya lokal serta menolak kekuatan budaya, politik dan ekonomi
si kelompok pendatang atau “tamu”. Contoh kasus Muslim Melayu di Tanjung Balai
Sumatera Utara yang merasa terancam oleh kelompok Tionghoa di daerah mereka,st
Kelompok Kristen di Tolikara Papua yang merasa dirugikan dan terancam oleh kebera-
daan pendatang Muslim dari Sumatera, Jawa dan Sulawesis2 dan suku Dayak Tidung di
Tarakan Kalimatan Timur yang bersaing dengan suku pendatang Bugis yang mendiami
daerahnya beberapa dekade.1s3
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Meskipun ada ketegangan sosio-politik antar kelompok, kepercayaan antara satu kelom-
pok dengan yang lain masih berada pada level yang dapat diterima. Survei Persepsi
Pluralisme (Pluralism Perceptions Survey) yang menanyai responden tentang bagaimana
pendapat mereka terkait bekerja dengan orang dari suku, agama dan etnis yang berbeda,
menemukan bahwa sebagian besar orang Indonesia menerima rekan kerja yang dari
suku berbeda, dan mau bekerja sama dan saling bergantung untuk urusan pekerjaan.
Sekitar 71% responden meyakini bahwa mayoritas orang Indonesia bisa dipercaya.
Responden menyatakan bahwa mereka nyaman-nyaman saja meskipun supervisornya
adalah penganut agama yang berbeda (80.3%), mereka mau bekerja dengan supervisor
yang dari ras/etnis berbeda (45.8% setuju dan 40.8% agak setuju).

Dari 1.000 responden (503 laki-laki dan 497 perempuan) berusia 19-89 tahun (usia rata-
rata: 43) dan memiliki pendidikan tinggi (universitas) (43,4%), sebagian besar merasa
nyaman dengan supervisor/atasan yang menganut agama yang berbeda. Responden
yang beragama Buddha, Kristen, Hindu, dan Muslim mengakui bahwa hubungan seperti
itu perlu dijaga dalam lingkungan profesional. Selain itu, meskipun afiliasi keagamaan
mereka berbeda dengan atasan atau perusahaan tempat mereka bekerja, sebagian besar
responden merasa bahwa mereka dipekerjakan karena latar belakang profesi mereka,
sehingga mereka merasa diperlakukan setara, termasuk untuk promosi.

Salah satu contoh kepercayaan antarkelompok yang terbaharui pasca insiden kekerasan
adalah Kalimantan Tengah yang mengalami konflik kekerasan berbasis etnis padal8
Februari 2001.154 Konflik ini dikenal sebagai “Konflik Sampit” (diambil dari nama ibu
kota kabupaten tersebut)%5, yang berkaitan dengan sejarah ekstraksi sumber daya alam
(pertambangan, kehutanan dan kelapa sawit) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
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nasional, lokal dan internasional serta aktor-aktor individu. Kebijakan migrasi antar pulau
di Indonesia pada pertengahan 1990-an menambah ketegangan. Masyarakat lokal merasa
dirugikan karena wilayah adat mereka secara ekonomi didominasi oleh para transmi-
gran, yang salah satunya dari Madura. Ketegangan ini kemudian meningkat menjadi
kekerasan mematikan yang melibatkan kelompok etnis Madura dan Dayak (kedua suku
ini pernah bersekutu pada masa kolonial).1%6 Sebuah “pakta perdamaian” mengakhiri
konflik antar suku ini, satu tahun setelah kerusuhan terjadi. Bertahun-tahun kemudian,
Sampit mengalami perkembangan pesat, baik di bidang ekonomi maupun industri.157

Contoh kepercayaan antar kelompok di daerah pedesaan dapat dilihat di Ambon Maluku.
Istilah lokal yang mereka gunakan adalah pela dan gandong. Pela adalah ikrar adat yang
dibuat antar masyarakat di dua desa atau lebih. Setiap desa atau warga berkomitmen
untuk menciptakan ikatan persaudaraan/solidaritas, sehingga timbul rasa hormat,
persahabatan dan saling bantu. Istilah pela sebenarnya mengacu pada ikatan persatuan
antar tanah Kristen, antar tanah Islam atau bahkan antara tanah Islam dan Kristen.
Berbeda dengan pela, gandong merupakan hubungan kekerabatan yang diperoleh melalui
leluhur bersama.1s8 Melalui konsep-konsep ini, kepercayaan antar kelompok di Maluku
diperkuat; pela serta gandong digunakan untuk mengakhiri konflik etno-agama?>? yang
berkepanjangan antara tahun 1999 dan 2001.160

Ambon lebih tepat disebut sebagai kawasan majemuk yang terpisah. “Terpisah” dalam
artian sebagian masyarakat “menikmati segregasi” dan merasa nyaman hidup dalam
komunitas agama yang sama. Meski hubungan Kristen-Muslim belum sepenuhnya pulih,
dan masyarakat setempat masih merasa cemas, umat Kristen dan Islam di Ambon (dan
wilayah Maluku lainnya) sudah mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya mempertahan-
kan permusuhan dan kebencian. Kelompok Kristen dan Islam mulai berkomunikasi dan
berinteraksi kembali di ruang publik. Kedua kelompok menunjukkan solidaritas dengan
saling bertukar bingkisan, makanan, cenderamata, dan ucapan hari raya (misal: saat Idul
Fitri atau Natal). Di beberapa daerah di Maluku, umat Kristen dan Islam bekerja sama
menggalang dana, material dan makanan serta secara sukarela membangun kembali
gereja dan masjid yang hancur akibat kerusuhan. Setiap Idul Adha, beberapa gereja
di Maluku, khususnya gereja-gereja yang tergabung dalam Sinode Gereja Protestan
Maluku (kelompok Kristen terbesar di Maluku), mendeklarasikan diri sebagai “Gereja
Orang Basudara” dan memberikan “persembahan kurban” kepada umat Islam sebagai
simbol persatuan.161

18. KEPERCAYAAN TERHADAP INSTITUSI
SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 6
AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6
WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintahan Indonesia secara berturut-turut telah
melakukan upaya reformasi layanan publik untuk mendapatkan kepercayaan publik (public
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trust) dan meningkatkan legitimasi politiknya. Meski demikian, Edelman Trust Barometer
2021 mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedikit
menurun. Data menunjukkan 65% responden menyatakan adanya penurunan keperca-
yaan terhadap pemimpin pemerintahan dan 67% responden menyatakan penurunan
kepercayaan terhadap jurnalis. Sebaliknya, masyarakat Indonesia lebih mempercayai
sumber lokal yang mereka kenal langsung, seperti pemimpin agama (83%) dan bos/
atasan (85%).162 Kepercayaan terhadap keempat aktor tersebut masih berada pada
tingkat yang baik, meskipun terus berkembang setiap harinya, apalagi seiring dengan
berlanjutnya pandemi COVID-19.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tergolong cukup
rendah, terutama jika terkait dengan penegakan hukum dan peradilan. Layanan hukum
publikpun menuai banyak kritik. Kondisi penegakan hukum di Indonesia masih cukup
stabil selama tujuh tahun terakhir (2015-2021) yaitu 0.52 (meningkat tipis ke 0.53) di
tahun 2020.163 Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh aparat penegak hukum
adalah menegakkan dan membela pluralisme di Indonesia. Insiden konflik antarkelompok
sering terjadi (seringkali tanpa ada penyelesaian hukum) menunjukkan bahwa sistem
hukum masih belum bisa memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas.164

Survei Persepsi Pluralisme (the Pluralism Perceptions Survey) menemukan bahwa 36%
masyarakat Indonesia tidak atau kurang percaya terhadap polisi dan penegakan hukum
publik. Terkait dengan penegakan hukum yang adil, hanya 13.8% menyatakan setuju,
22.2% menyatakan cukup setuju, sedangkan 38% agak kurang setuju dan 23.4% tidak
setuju. Secara keseluruhan, 61.6% responden merasa tidak puas dengan kinerja aparat
hukum di Indonesia. Temuan ini senada dengan Indeks Perspsi Korupsi (Corruption
Perceptions Index) tahun 2018 yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik
terhadap aparat penegak hukum sangat rendah, dengan skor rata-rata 20 (dari skala
0-100).165

Terkait pertanyaan: “Apakah anda mempercayai sistem keadilan di Indonesia?”, respon-
den memberikan respons yang lebih baik. 40% responden agak setuju dan 25.4% setuju
bahwa mereka percaya dengan sistem keadilan secara umum. Sedangkan, 12.5% tidak
setuju dan 19% kurang setuju. Ketika ditanya sejauh mana kepercayaan mereka terha-
dap kepolisian dan sistem peradilan Indonesia, hanya sedikit responden (24%) yang
menjawab positif. Hal ini mungkin disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak adil
atau asusmsi korupsi oleh penegak hukum. Sebagaimana dibahas dalam Indikator 15
terkait kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, kepercayaan publik
terhadap sistem peradilan di Indonesia masih diragukan.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan Indonesia telah meningkat secara
signifikan. Fasilitas, layanan dan infrastruktur kesehatan yang tersedia dapat diakses
dengan relatif mudah. Pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai program
asuransi sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, contohnya Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Pada tahun 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui bahwa
“Secara keseluruhan, indikator status kesehatan di Indonesia telah meningkat secara
signifikan. Indonesia mengalami peningkatan infrastruktur kesehatan dalam dua dekade
terakhir.”166 peningkatan ini mencakup rumah sakit umum dan swasta, Puskesmas
yang lebih baik dan tenaga medis yang terampil. Data WHO ini dikuatkan dengan Survei
Persepsi Pluralisme yang mencatat 74% masyarakat Indonesia meyakini bahwa mereka
terlindungi oleh sistem kesehatan nasional.
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Dalam hal pendidikan, kepercayaan masyarakat semakin meningkat ketika sistem pendi-
dikan nasional mendukung latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda,
seperti pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi dan biaya sekolah gratis untuk
sekolah menengah atas. Beasiswa ini berasal dari pemerintah (seperti LPDP, BIDIK MISI
dan Bank Indonesia)67 atau perusahaan swasta dalam bentuk program CSR (tanggung
jawab sosial perusahaan).

Terakhir, patut dicatat bahwa masyarakat Indonesia mempercayai lembaga publik seperti
Komnas Perempuan, yang tugasnya mencakup penanganan isu gender dan masalah
sosial. Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan
perempuan seperti kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender baik di pedesaan
maupun perkotaan. Dengan dukungan jaringan LSM nasional, mereka berhasil memulai
kampanye publik mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.168

19. INKLUSI DAN PENERIMAAN
SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7
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Terlepas dari latar belakang ras, etnis atau agama, individu maupun kelompok yang
tinggal di pedesaan atau perkotaan merasa terlibat dan diterima dalam masyarakat.
Inklusi dan penerimaan tersebut terlihat pada representasi di bidang sosial, budaya,
maupun politik. Kelompok ras dan etnis terwakili dengan baik di layar TV, film, lagu,
tarian dan seni. Bahkan, pasca-Orde Baru, tidak ada satu pun ras atau kelompok etnis
yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebudayaannya di acara nasional
atau hari raya. Sebaliknya, perayaan hari besar nasional justru menjadi pertunjukan
keberagaman di Indonesia.169

Inklusi merupakan salah satu indikator sebuah daerah bisa dikatakan toleran. Salatiga
dikukuhkan sebagai Kota Paling Toleran pada tahun 2020 karena kota tersebut melibat-
kan kelompok minoritas dalam pengambilan kebijakan.270 Predikat ini disematkan oleh
SETARA Institute yang mengadakan survei tentang 10 kota paling toleran di Indonesia
pada tahun 2020 dan 2021. Salah satu indikator dalam survei ini adalah perkembangan
ekonomi, khususnya tingkat kesejahteraan yang mendukung toleransi. Dalam konteks
ini, faktor yang mendukung keberhasilan toleransi adalah tidak adanya diskriminasi
dalam hal pengambilan kebijakan daerah.

Dalam hal inklusi dan penerimaan di lembaga pendidikan, kelompok atau komunitas dari
berbagai latar belakang di daerah merasa tidak mengalami keterbatasan. Umat Kristen
Papua, misalnya, dipersilakan untuk mengikuti pendidikan tinggi yang disediakan oleh
Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Bahkan, mahasiswi dan
dosennya tidak diwajibkan mengenakan pakaian muslimah saat mengikuti kegiatan di
kampus Universitas Muhammadiyah.t? Di antara mahasiswi Universitas Muhammadiyah
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tersebut adalah sister dan biarawati yang bisa bebas berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan kampus. Kebutuhan Pendidikan mereka dipenuhi dengan baik, termasuk
pembayaran SPP yang fleksibel.172

Survei Persepsi Pluralisme (Pluralism Perceptions Survey) menunjukkan bahwa inklusi
dan penerimaan di sektor sosial lain, seperti di tempat kerja dan pernikahan, sudah
positif dan menggembirakan. Sebagian besar responden meyakini bahwa mereka bisa
memiliki peran profesional sebagaimana orang Indonesia lainnya (93%), dan mereka
tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam
hal lapangan kerja. Terkait dengan promosi jabatan, mereka percaya bahwa promosi
dilakukan berdasarkan pengalaman kerja (92,8%), dan perbedaan latar belakang agama
bukanlah faktor penentu promosi kerja. Namun ketika ditanyai persepsinya tentang
penerimaan terhadap atasan/bos yang ras, suku atau agama, hasilnya turun menjadi
86,6%. Sementara itu, terkait penerimaan dalam pernikahan, 74,8% responden merasa
nyaman jika anggota keluarganya menikah dengan orang dari komunitas lain.

Kelompok minoritas, misalnya di Provinsi Aceh, mengalami perasaan terkucilkan. Setelah
diterapkannya aturan syariah pada tahun 1999, Islam telah menjadi agama resmi di
Aceh dan penganut agama non-Islam merasa diperlakukan sebagai “tamu.” Dalam hal
pekerjaan di sektor pemerintah, PNS dianggap sebagai hak istimewa warga Muslim.
Hanya sedikit non-Muslim yang “bekerja di kantor pemerintah daerah, kecuali mereka
yang sudah berada di sana sebelum penerapan syariah, itupun sebagian besar pegawai
non-Muslim tersebut sekarang telah pensiun”.172 Warga non-Muslim di Aceh hanya dapat
mengisi pekerjaan negeri di bidang angkatan bersenjata, kepolisian, kantor Kejaksaan
Agung provinsi/kabupaten dan kantor kementerian yang memiliki cabang regional
(Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia). Perlu dicatat bahwa pegawai pemerintah pusat ini sebagian besar merupakan
anggota kelompok etnis non-Aceh yang pindah sementara ke wilayah tersebut karena
promosi atau rotasi pekerjaan.

Kelompok minoritas Tionghoa di Aceh semakin sulit mendapatkan pekerjaan di kantor
pemerintahan daerah maupun pusat. Mereka kesulitan menjadi PNS karena warisan
kebijakan rezim terdahulu terhadap orang Tionghoa masih lekat. Masyarakat Tionghoa
di Aceh menganut berbagai agama, termasuk Buddha, Kristen, Konghucu dan Islam
(walaupun jumlah Muslim Tionghoa sedikit). Oleh karena itu, warga Tionghoa Aceh
merasa tidak diakui sebagai orang Aceh, meskipun nenek moyang mereka tinggal di
sana selama berabad-abad. Meskipun anak-anak Tionghoa memiliki keterampilan dan
bakat luar biasa di bidang sains dan olah raga, mereka tidak akan dianggap sebagai wakil
provinsi Aceh dalam kompetisi pelajar tingkat nasional. Oleh karena itu, banyak generasi
muda Tionghoa yang meninggalkan Aceh setelah menyelesaikan sekolah menengah
atas (SMA) atau bahkan sekolah menengah pertama (SMP) untuk melanjutkan studi
atau pekerjaan di Medan, Batam dan Jakarta. Pemuda lain yang memilih untuk tetap
tinggal di Aceh umumnya bekerja di bidang perdagangan lokal, di perusahaan swasta
atau nasional, atau mengajar di sekolah-sekolah Kristen.174
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20. SALING MEMILIKI (SHARED
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Merasakan diri sebagai anggota masyarakat dan merasa diikutsertakan, sudah banyak
dirasakan oleh berbagai suku di tanah air. Dalam skala nasional, perasaan saling memi-
liki erat kaitannya dengan kesadaran historis akan perjuangan melawan penjajah yang
kemudian menimbulkan persatuan dalam satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku
dan agama. Lahirnya gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 (jauh sebelum
kemerdekaan Indonesia), menjadi tonggak sejarah bangsa. Sumpah Pemuda 28 Oktober
1928 dengan slogan “Tanah Air yang Satu, Bangsa yang Satu” mengokohkan kembali rasa
persatuan sebagai bangsa yang bersatu. Puncak dari rasa bersatu ini adalah proklamasi
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa heroik ini diperingati setiap
tahun dan tertanam pada siswa di Indonesia melalui kurikulum pendidikan bangsa.

Perasaan yang kuat sebagai orang Indonesia tercermin dari data Survei Persepsi
Pluralisme yang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (97,3%) mengidentifi-
kasi diri mereka sebagai orang Indonesia tanpa memandang konteks suku/etnis, agama
atau kewilayahan. Baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar mengidentifikasi
diri mereka sebagai orang Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengakui
dan menerima jati dirinya sebagai orang Indonesia, serta ada sense of belonging (rasa
memiliki) sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini yang kemudian menyebabkan
adanya penolakan untuk menyebut “orang lain” atau “tamu” di negeri ini. Dari survei
yang sama, hanya 2% responden yang menjawab “tidak setuju/kurang setuju” terhadap
pertanyaan: “Bagaimana pendangan Anda tentang pernyataan, ‘Saya mengidentifi-
kasi diri saya sebagai orang Indonesia’?”. Di item pertanyaan lain tentang bagaimana
responden menilai pernyataan “Saya senang menjadi orang Indonesia”, hampir 98%
menjawab positif (setuju/agak setuju), dan hanya 2% menyatakan tidak setuju.17> Hasil
dari survei ini menunjukkan bahwa ada konsistensi pandangan tentang rasa saling
memiliki dalam masyarakat.

Secara umum, persepsi tentang menjadi orang Indonesia sejalan dengan perkembangan
politik pasca tahun 1998. Kurang dari 10 tahun pasca runtuhnya rezim otoriter Orde
Baru, masyarakat di tiga provinsi (Aceh, Papua dan Timor Timur) menyatakan keti-
dakpuasan mereka terhadap Indonesia dan memendam sentimen etno-nasionalisme.
Semakin tinggi etno-nasionalisme yang dianut oleh rezim penguasa saat itu, semakin
masyarakat merasa bahwa dirinya dan daerahnya bukanlah bagian dari Indonesia.
Akibatnya, gerakan separatis Timor Timur kembali terjadi pada tahun 1999 dan lewat
mediasi internasional, akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi
negara merdeka. Konflik di Aceh juga pecah, yang akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian
Damai Helsinki pada tahun 2005.176 Aceh kemudian diberikan otonomi khusus dalam
beberapa aspek pemerintahan. Para mantan kombatan mendirikan partai politik lokal
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dan menguasai kursi parlemen pada pemilu lokal pertama yang diadakan pada tahun
2006. Namun, di provinsi Papua dan Papua Barat, konflik bersenjata yang dipimpin
oleh OPM terus berlanjut meskipun sudah berkurang. Konflik ini masih berlangsung
dan masih jauh dari selesai.2?”
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Pemerintah bisa memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil,
organisasi perempuan dan pemuda, serta tokoh setempat untuk menyusun dan
merevisi aturan, kebijakan dan program yang inklusif. Kerja sama juga diperlukan
dalam penerapan kebijakan yang inklusif sehingga pluralism bisa diperkuat.

Merevisi dan mengganti verbatim naskah pada peraturan tentang kelompok mino-
ritas, agar bisa lebih dipahami dengan jelas dan tidak memberikan ruang bagi
misinterpretasi. Sebagai contoh, Keputusan Bersama Menteri No.9 dan No.8 tahun
2006 berimbas pada sulitnya kelompok Muslim minoritas untuk mendirikan masjid,
dan Peraturan Pemerintah Kota Tangerang No.8 tahun 2005 justru membatasi
hak dasar perempuan untuk bekerja dan mencari penghidupan. Perbaikan bahasa/
verbatim yang lebih jelas/gamblang dalam peraturan-peraturan di atas dapat
mengurangi kemungkinan oknum pemerintahan bertindak diskriminatif terhadap
kelompok minoritas dengan dalih menegakkan peraturan.

Meningkatkan akses pada kantor catatan sipil yang bisa menerbitkan KTP, terutama
di daerah pedesaan, hutan dan daerah terpencil yang dihuni oleh komunitas adat.
Hal ini akan berdampak pada setidaknya satu juta anggota masyarakat adat agar
bisa mengakses layanan dan fasilitas publik serta agar mereka bisa menggunakan
hak pilihnya dalam Pemilu.

Pemerintah Indonesia bisa memberikan pengakuan penuh terhadap masyarakat
adat dan melindungi hak-hak mereka secara berkesinambungan dengan menyusun
peraturan yang merespon keputusan MK No.35 tahun 2012, sebagaimana dibahas
dalam laporan ini. Pelaksanaan keputusan MK ini harus mengikuti standar inter-
nasional sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat
Adat/ UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Perlindungan
hak masyarakat adat ini mencakup: mengakui otoritas masyarakat adat terkait
hutan adat dan meminta izin, persetujuan dan pengetahuan mereka untuk mene-
rima/menolak pendirian pabrik atau perusahaan di kawasan hutan adat. Hal ini
bisa mengurangi penggusuran terhadap masyarakat adat dan hilangnya akses
terhadap tanah adat.

Merevisi dan meningkatkan peraturan terkait ekspresi budaya untuk melindungi
penganut agama/kepercayaan minoritas, seperti Ahamadiyah, Syiah, Baha’i dan
Gafatar. Meskipun ideologi nasional Indonesia sebagaimana terrumuskan dalam
Pancasila sejatinya menghargai dan menghormati keragaman latar belakang,
praktik keberagamaan bagi kelompok minoritas masih dilarang di beberapa kota.
Pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang
berfokus pada isu tersebut dan perwakilan penganut agama/kepercayaan minori-
tas untuk menyusun strategi bagi peningkatan respek terhadap penganut agama/
kepercayaan tersebut, serta melindungi hak mereka yang sangat terdampak oleh
kekerasan.
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6) Memberikan dan meningkatkan akses yang mudah dan ajeg terhadap fasilitas dan
layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan di pulau-pulau terluar, perbatasan,
dan wilayah kurang terjamah di bagian Timur Indonesia. Pemerintah Indonesia
harus menambahkan fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan apotek dan alat
kesehatan agar klinik-klinik di daerah dapat melayani dengan sebaik-baiknya.
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The Global Centre for Pluralism adalah
sebuah organisasi amal independen

yang didirikan oleh His Highness the

Aga Khan dan Pemerintah Kanada.

Kami bekerjasama dengan pembuat
kebijakan, pendidik dan tokoh masyarakat
di seluruh dunia untuk memperluas

dan mengimplementasikan pluralisme
yang transformatif. Kegiatan kami
mendukung masyarakat yang terdampak
oleh ketidakadilan, ketidaksetaraan

dan keterpinggiran, dengan tetap
mempertimbangkan konteks dan
pengalaman hidup di setiap tempat.

The Global Pluralism Monitor merupakan
alat ukur inovatif yang didesain untuk
menilai kondisi pluralisme di negara-
negara di dunia. Setiap negara dievaluasi
dari aspek politik, ekonomi, sosial dan
budayanya. Asesmen ini berguna bagi
pembuat kebijakan dan praktisi untuk
menanggulangi penyebab mendasar dari
eksklusi sehingga bisa meningkatkan
peluang bagi pluralisme.
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